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Abstrak  
Data telah berubah dari hasil samping administrasi menjadi infrastruktur strategis pemerintahan. Seperti 

jalan, listrik, dan jaringan komunikasi, data memungkinkan berbagai lembaga bekerja secara terhubung, 

mengambil keputusan, menyalurkan layanan, mengawasi hasil, dan membangun kepercayaan publik. 

Namun data hanya berfungsi sebagai infrastruktur apabila memiliki standar, metadata, interoperabilitas, 

kualitas, keamanan, tata kelola, pembagian peran, dan mekanisme akuntabilitas. Artikel ini menjelaskan 

bagaimana Indonesia dapat membangun data sebagai infrastruktur baru pemerintahan dengan 

menghubungkan Satu Data Indonesia, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Statistik Nasional, 

Pusat Data Nasional, pelindungan data pribadi, keamanan siber, keterbukaan informasi, dan tata kelola 

kecerdasan buatan. Analisis menekankan bahwa problem utama bukan kekurangan data, melainkan 

fragmentasi, duplikasi, definisi yang tidak seragam, ego sektoral, kapasitas daerah yang timpang, serta 

lemahnya hubungan antara produksi data dan keputusan. Artikel mengembangkan kerangka arsitektur 

berlapis yang mencakup data dasar, data sektoral, metadata, identitas dan referensi bersama, pertukaran 

data, analitik, pelayanan, serta pengawasan. Rekomendasi mencakup registri data pemerintah, data 

stewardship, penilaian kualitas, tata kelola akses, privacy by design, zero-trust security, audit trail, 

interoperabilitas semantik, penguatan BPS dan walidata, serta program peningkatan kapabilitas pusat–

daerah. Argumen utamanya adalah bahwa kedaulatan data tidak cukup berarti menyimpan data di dalam 

negeri; kedaulatan berarti kemampuan negara menetapkan standar, menjaga hak warga, menjamin 

kontinuitas, mengaudit penggunaan, dan mengubah data menjadi nilai publik yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Kata Kunci 
data pemerintah; infrastruktur data; Satu Data Indonesia; SPBE; interoperabilitas; metadata; kualitas data; 

pelindungan data pribadi; keamanan siber; statistik nasional; pemerintahan digital; Indonesia 

Ringkasan Eksekutif 
Data menjadi infrastruktur ketika dapat digunakan bersama secara andal, bukan ketika jumlahnya besar. 

Pemerintah Indonesia menghasilkan data melalui sensus, survei, registrasi penduduk, pajak, pendidikan, 

kesehatan, perizinan, bantuan sosial, transaksi, citra satelit, sensor, dan berbagai layanan. Nilai publik 

muncul bila sumber-sumber tersebut dapat dihubungkan secara legal, aman, dan bermakna untuk menjawab 

masalah pembangunan. 

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyediakan prinsip standar data, metadata, 

interoperabilitas, kode referensi, dan data induk. Namun implementasi masih menghadapi ego sektoral, 

perbedaan definisi, duplikasi, kualitas yang tidak merata, serta kesenjangan kapasitas. Integrasi bukan 

hanya pekerjaan teknis; ia merupakan reformasi kelembagaan karena menyentuh kewenangan, insentif, 

anggaran, dan akuntabilitas. 

SPBE menyediakan kerangka digitalisasi pemerintahan. Evaluasi 2024 menghasilkan indeks nasional 3,12 

dengan predikat baik, sementara dataset Kementerian PANRB untuk 2025 mencatat hasil evaluasi pada 267 
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instansi yang dipublikasikan melalui Satu Data Aparatur Negara. Kemajuan ini menunjukkan fondasi 

digital membaik, tetapi integrasi layanan memerlukan kualitas data dan pertukaran yang konsisten. 

Pusat Data Nasional penting untuk konsolidasi komputasi, penyimpanan, pemulihan, dan layanan bersama. 

Akan tetapi, sentralisasi fisik tidak otomatis menghasilkan integrasi. Tanpa arsitektur data, katalog, 

klasifikasi, kontrol akses, dan tata kelola pemilik data, pusat data hanya memindahkan silo ke lokasi yang 

sama. Ketahanan juga memerlukan redundansi, pemulihan bencana, dan pengujian keamanan. 

BPS sedang memperkuat transformasi statistik, termasuk kolaborasi keamanan untuk Sensus Ekonomi 

2026 dan pengembangan metode estimasi panen berbasis penginderaan jauh. Contoh ini menunjukkan 

bahwa infrastruktur data modern menggabungkan statistik resmi, data administratif, data geospasial, dan 

sumber baru. Integrasi harus menjaga metodologi, kerahasiaan, dan keterbandingan. 

Pemerintah perlu membangun data trust framework. Warga harus mengetahui mengapa data dikumpulkan, 

siapa yang mengakses, untuk tujuan apa, berapa lama disimpan, dan bagaimana koreksi dilakukan. 

Pelindungan data pribadi, keamanan siber, dan transparansi bukan hambatan pemanfaatan, melainkan 

syarat agar masyarakat bersedia berpartisipasi dan lembaga berani berbagi secara bertanggung jawab. 

Rekomendasi utama adalah arsitektur federatif: standar dan layanan bersama ditetapkan nasional, 

sedangkan kepemilikan dan kualitas tetap berada pada produsen data. Walidata berperan sebagai pengelola, 

BPS sebagai pembina statistik, Bappenas menghubungkan data dengan perencanaan, Komdigi 

menyediakan infrastruktur dan kebijakan digital, BSSN menguatkan keamanan, serta setiap instansi 

bertanggung jawab atas legalitas dan kualitas penggunaan. 
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1. Pendahuluan: Dari Data Administratif menuju Infrastruktur Negara 
Data dahulu diperlakukan sebagai catatan kegiatan; kini ia menentukan kemampuan negara melihat, 

memahami, dan bertindak. Dalam konteks 1. pendahuluan: dari data administratif menuju infrastruktur 
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negara, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. Data tidak 

berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang berwenang, 

dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan manusia akan menghasilkan 

kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 

Setiap layanan meninggalkan jejak data yang dapat memperbaiki kebijakan. Pemerintahan Indonesia 

memiliki struktur yang luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, 

fasilitas layanan, dan unit pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan 

kekuatan karena memberi detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data 

dipindahkan ke satu basis. Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, 

dan aturan yang disepakati. 

Masalah utama Indonesia bukan kelangkaan data, melainkan fragmentasi dan kualitas. Dimensi 

manajerialnya terletak pada pembagian tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit 

teknologi mengelola sistem, walidata memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data 

mengawasi hak, sementara auditor menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan 

saling dilemparkan. Data governance harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi 

akses, dan siapa memperbaiki. 

Transformasi data merupakan reformasi manajemen publik. Penggunaan data selalu membawa trade-off. 

Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Nilai data muncul ketika digunakan secara sah dan bertanggung jawab. Prinsip pentingnya adalah 

proportionality. Data yang tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data 

kesehatan, biometrik, bantuan sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. 

Tingkat dokumentasi, autentikasi, logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan 

seragam akan terlalu berat bagi data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, data dahulu diperlakukan sebagai catatan kegiatan; kini ia menentukan kemampuan 

negara melihat, memahami, dan bertindak. harus menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan. 

Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu warga menyerahkan dokumen, 

meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, menurunnya duplikasi program, serta 

meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai tujuan ketika membuat negara lebih 

cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

2. Mengapa Data Disebut Infrastruktur 
Infrastruktur melayani banyak pengguna dan fungsi sekaligus. Dalam konteks 2. mengapa data disebut 

infrastruktur, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. Data 

tidak berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang 

berwenang, dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan 

manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 
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Data memiliki karakter non-rival tetapi membutuhkan aturan akses. Pemerintahan Indonesia memiliki 

struktur yang luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, 

dan unit pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena 

memberi detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu 

basis. Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang 

disepakati. 

Standar dan interoperabilitas setara dengan ukuran rel dan tegangan listrik. Dimensi manajerialnya terletak 

pada pembagian tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, 

walidata memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara 

auditor menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data 

governance harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa 

memperbaiki. 

Kegagalan data dapat melumpuhkan layanan seperti kegagalan jaringan. Penggunaan data selalu membawa 

trade-off. Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Investasi data harus dinilai sebagai aset jangka panjang. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data 

yang tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, 

bantuan sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, 

autentikasi, logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu 

berat bagi data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, infrastruktur melayani banyak pengguna dan fungsi sekaligus. harus menghasilkan 

perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu 

warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, 

menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai 

tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

3. Evolusi Pemerintahan Berbasis Data 
Digitalisasi awal memindahkan formulir ke layar. Dalam konteks 3. evolusi pemerintahan berbasis data, 

pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. Data tidak 

berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang berwenang, 

dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan manusia akan menghasilkan 

kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 

Tahap berikutnya menghubungkan registrasi, transaksi, dan analitik. Pemerintahan Indonesia memiliki 

struktur yang luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, 

dan unit pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena 

memberi detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu 

basis. Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang 

disepakati. 
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Pemerintahan berbasis data menuntut perubahan proses dan kewenangan. Dimensi manajerialnya terletak 

pada pembagian tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, 

walidata memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara 

auditor menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data 

governance harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa 

memperbaiki. 

Dashboard tanpa kualitas data dapat menyesatkan. Penggunaan data selalu membawa trade-off. Kecepatan 

dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan ketahanan, dan 

standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. Pemerintah 

harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, dan 

mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Transformasi harus bergerak dari digitization menuju data-driven governance. Prinsip pentingnya adalah 

proportionality. Data yang tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data 

kesehatan, biometrik, bantuan sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. 

Tingkat dokumentasi, autentikasi, logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan 

seragam akan terlalu berat bagi data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, digitalisasi awal memindahkan formulir ke layar. harus menghasilkan perbaikan 

yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu warga 

menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, menurunnya 

duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai tujuan ketika 

membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

4. Satu Data Indonesia sebagai Fondasi 
Perpres 39/2019 menetapkan prinsip standar, metadata, interoperabilitas, dan referensi. Dalam konteks 4. 

satu data indonesia sebagai fondasi, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju 

kemampuan kelembagaan. Data tidak berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, 

dipahami, diakses oleh pihak yang berwenang, dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk 

keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada 

standar, metadata, dan manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai 

publik. 

Forum SDI menjadi mekanisme koordinasi lintas lembaga. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur yang 

luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, dan unit 

pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena memberi 

detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu basis. 

Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang disepakati. 

Walidata mengelola pemeriksaan dan penyebarluasan. Dimensi manajerialnya terletak pada pembagian 

tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, walidata 

memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara auditor 

menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data governance 

harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa memperbaiki. 
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Produsen data tetap bertanggung jawab pada kualitas. Penggunaan data selalu membawa trade-off. 

Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Hambatan terbesar terletak pada koordinasi dan insentif. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data 

yang tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, 

bantuan sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, 

autentikasi, logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu 

berat bagi data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, perpres 39/2019 menetapkan prinsip standar, metadata, interoperabilitas, dan 

referensi. harus menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, 

tetapi berkurangnya waktu warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya 

respons bencana, menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur 

data mencapai tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

Dimensi Pertanyaan Kendali Bukti 

Tujuan Masalah apa yang diselesaikan? Mandat dan use case 

Kualitas Apakah data layak digunakan? Profil kualitas dan metadata 

Akses Siapa berwenang? Kebijakan akses dan log 

Dampak Apa manfaat dan risikonya? Evaluasi dan penilaian dampak 

5. SPBE dan Arsitektur Digital Pemerintahan 
SPBE mengintegrasikan kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan digital. Dalam konteks 5. spbe dan 

arsitektur digital pemerintahan, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan 

kelembagaan. Data tidak berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses 

oleh pihak yang berwenang, dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan 

manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 

Indeks nasional menunjukkan kemajuan kelembagaan. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur yang luas 

dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, dan unit 

pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena memberi 

detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu basis. 

Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang disepakati. 

Integrasi aplikasi tanpa integrasi data menghasilkan silo baru. Dimensi manajerialnya terletak pada 

pembagian tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, 

walidata memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara 

auditor menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data 

governance harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa 

memperbaiki. 
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Arsitektur SPBE harus memiliki lapisan data yang eksplisit. Penggunaan data selalu membawa trade-off. 

Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Layanan digital perlu dirancang dari perjalanan warga, bukan struktur instansi. Prinsip pentingnya adalah 

proportionality. Data yang tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data 

kesehatan, biometrik, bantuan sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. 

Tingkat dokumentasi, autentikasi, logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan 

seragam akan terlalu berat bagi data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, spbe mengintegrasikan kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan digital. 

harus menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi 

berkurangnya waktu warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons 

bencana, menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data 

mencapai tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

6. Sistem Statistik Nasional dan Peran BPS 
Statistik resmi memberi standar metodologi dan kepercayaan. Dalam konteks 6. sistem statistik nasional 

dan peran bps, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. 

Data tidak berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang 

berwenang, dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan 

manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 

BPS menghubungkan sensus, survei, dan statistik sektoral. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur yang 

luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, dan unit 

pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena memberi 

detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu basis. 

Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang disepakati. 

Data administratif dapat mengurangi beban responden bila berkualitas. Dimensi manajerialnya terletak 

pada pembagian tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, 

walidata memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara 

auditor menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data 

governance harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa 

memperbaiki. 

Transformasi statistik memerlukan teknologi dan governance. Penggunaan data selalu membawa trade-off. 

Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Independensi profesional penting bagi kredibilitas data. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data 

yang tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, 
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bantuan sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, 

autentikasi, logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu 

berat bagi data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, statistik resmi memberi standar metodologi dan kepercayaan. harus menghasilkan 

perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu 

warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, 

menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai 

tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

7. Data Administratif sebagai Aset Publik 
Registrasi layanan memiliki cakupan dan frekuensi tinggi. Dalam konteks 7. data administratif sebagai aset 

publik, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. Data tidak 

berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang berwenang, 

dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan manusia akan menghasilkan 

kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 

Data administratif dibuat untuk operasi, bukan selalu untuk statistik. Pemerintahan Indonesia memiliki 

struktur yang luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, 

dan unit pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena 

memberi detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu 

basis. Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang 

disepakati. 

Definisi, missing values, dan perubahan proses perlu didokumentasikan. Dimensi manajerialnya terletak 

pada pembagian tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, 

walidata memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara 

auditor menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data 

governance harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa 

memperbaiki. 

Integrasi dapat menghasilkan efisiensi dan ketepatan sasaran. Penggunaan data selalu membawa trade-off. 

Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Penggunaan sekunder harus memiliki dasar dan pembatasan tujuan. Prinsip pentingnya adalah 

proportionality. Data yang tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data 

kesehatan, biometrik, bantuan sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. 

Tingkat dokumentasi, autentikasi, logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan 

seragam akan terlalu berat bagi data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, registrasi layanan memiliki cakupan dan frekuensi tinggi. harus menghasilkan 

perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu 

warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, 
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menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai 

tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

8. Data Dasar, Data Induk, dan Kode Referensi 
Data induk mencegah entitas yang sama dicatat berbeda. Dalam konteks 8. data dasar, data induk, dan kode 

referensi, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. Data 

tidak berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang 

berwenang, dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan 

manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 

Kode wilayah, identitas, usaha, sekolah, fasilitas, dan program perlu konsisten. Pemerintahan Indonesia 

memiliki struktur yang luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, 

fasilitas layanan, dan unit pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan 

kekuatan karena memberi detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data 

dipindahkan ke satu basis. Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, 

dan aturan yang disepakati. 

Referensi bersama memungkinkan join yang sah dan akurat. Dimensi manajerialnya terletak pada 

pembagian tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, 

walidata memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara 

auditor menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data 

governance harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa 

memperbaiki. 

Kesalahan master data menyebar ke seluruh layanan. Penggunaan data selalu membawa trade-off. 

Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Governance perubahan referensi harus jelas. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data yang tidak 

sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, bantuan 

sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, autentikasi, 

logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu berat bagi 

data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, data induk mencegah entitas yang sama dicatat berbeda. harus menghasilkan 

perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu 

warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, 

menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai 

tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 
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9. Metadata dan Interoperabilitas Semantik 
Metadata menjelaskan makna, sumber, waktu, metode, dan batas data. Dalam konteks 9. metadata dan 

interoperabilitas semantik, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan 

kelembagaan. Data tidak berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses 

oleh pihak yang berwenang, dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan 

manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 

Interoperabilitas teknis tidak cukup tanpa kesamaan makna. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur yang 

luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, dan unit 

pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena memberi 

detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu basis. 

Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang disepakati. 

Kamus data dan ontologi membantu integrasi lintas sektor. Dimensi manajerialnya terletak pada pembagian 

tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, walidata 

memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara auditor 

menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data governance 

harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa memperbaiki. 

Versi definisi harus dikelola agar seri waktu tetap dapat dibandingkan. Penggunaan data selalu membawa 

trade-off. Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Metadata publik memperkuat penggunaan dan audit. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data yang 

tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, bantuan 

sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, autentikasi, 

logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu berat bagi 

data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, metadata menjelaskan makna, sumber, waktu, metode, dan batas data. harus 

menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi 

berkurangnya waktu warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons 

bencana, menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data 

mencapai tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

10. Kualitas Data dan Kepercayaan 
Kualitas mencakup akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, konsistensi, dan relevansi. Dalam konteks 10. 

kualitas data dan kepercayaan, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan 

kelembagaan. Data tidak berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses 

oleh pihak yang berwenang, dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan 

manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 
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Tidak ada data berkualitas tanpa pemilik proses. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur yang luas dan 

berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, dan unit pelaksana 

menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena memberi detail, 

tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu basis. Integrasi 

berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang disepakati. 

Validasi otomatis perlu dipadukan pemeriksaan substantif. Dimensi manajerialnya terletak pada pembagian 

tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, walidata 

memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara auditor 

menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data governance 

harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa memperbaiki. 

Skor kualitas harus dikaitkan dengan risiko penggunaan. Penggunaan data selalu membawa trade-off. 

Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Kepercayaan dibangun melalui transparansi dan koreksi. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data 

yang tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, 

bantuan sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, 

autentikasi, logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu 

berat bagi data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, kualitas mencakup akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, konsistensi, dan 

relevansi. harus menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau 

API, tetapi berkurangnya waktu warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, 

membaiknya respons bencana, menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. 

Infrastruktur data mencapai tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan 

akuntabel. 

Dimensi Pertanyaan Kendali Bukti 

Tujuan Masalah apa yang diselesaikan? Mandat dan use case 

Kualitas Apakah data layak digunakan? Profil kualitas dan metadata 

Akses Siapa berwenang? Kebijakan akses dan log 

Dampak Apa manfaat dan risikonya? Evaluasi dan penilaian dampak 

11. Arsitektur Pertukaran Data 
Pertukaran data harus melalui API, katalog, autentikasi, dan logging. Dalam konteks 11. arsitektur 

pertukaran data, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. 

Data tidak berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang 

berwenang, dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan 

manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 
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Model federatif menjaga tanggung jawab pada sumber. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur yang 

luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, dan unit 

pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena memberi 

detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu basis. 

Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang disepakati. 

Data minimization membatasi atribut yang dipertukarkan. Dimensi manajerialnya terletak pada pembagian 

tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, walidata 

memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara auditor 

menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data governance 

harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa memperbaiki. 

Event-driven architecture mendukung pembaruan cepat. Penggunaan data selalu membawa trade-off. 

Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Service-level agreement perlu mencakup kualitas dan keamanan. Prinsip pentingnya adalah proportionality. 

Data yang tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, 

biometrik, bantuan sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat 

dokumentasi, autentikasi, logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam 

akan terlalu berat bagi data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, pertukaran data harus melalui api, katalog, autentikasi, dan logging. harus 

menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi 

berkurangnya waktu warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons 

bencana, menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data 

mencapai tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

Dimensi Pertanyaan Kendali Bukti 

Tujuan Masalah apa yang diselesaikan? Mandat dan use case 

Kualitas Apakah data layak digunakan? Profil kualitas dan metadata 

Akses Siapa berwenang? Kebijakan akses dan log 

Dampak Apa manfaat dan risikonya? Evaluasi dan penilaian dampak 

12. Pusat Data Nasional dan Cloud Pemerintah 
Konsolidasi infrastruktur dapat menekan duplikasi dan meningkatkan standar. Dalam konteks 12. pusat 

data nasional dan cloud pemerintah, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju 

kemampuan kelembagaan. Data tidak berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, 

dipahami, diakses oleh pihak yang berwenang, dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk 

keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada 

standar, metadata, dan manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai 

publik. 



Data sebagai Infrastruktur Baru Pemerintahan Indonesia 
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI 

 
 

 

Halaman 16 

Pusat data bukan pengganti tata kelola data. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur yang luas dan 

berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, dan unit pelaksana 

menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena memberi detail, 

tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu basis. Integrasi 

berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang disepakati. 

Cloud pemerintah memerlukan klasifikasi beban dan data. Dimensi manajerialnya terletak pada pembagian 

tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, walidata 

memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara auditor 

menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data governance 

harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa memperbaiki. 

Redundansi, backup, dan disaster recovery harus diuji. Penggunaan data selalu membawa trade-off. 

Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Exit strategy dan portabilitas mencegah lock-in. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data yang tidak 

sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, bantuan 

sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, autentikasi, 

logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu berat bagi 

data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, konsolidasi infrastruktur dapat menekan duplikasi dan meningkatkan standar. harus 

menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi 

berkurangnya waktu warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons 

bencana, menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data 

mencapai tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

Dimensi Pertanyaan Kendali Bukti 

Tujuan Masalah apa yang diselesaikan? Mandat dan use case 

Kualitas Apakah data layak digunakan? Profil kualitas dan metadata 

Akses Siapa berwenang? Kebijakan akses dan log 

Dampak Apa manfaat dan risikonya? Evaluasi dan penilaian dampak 

13. Pelindungan Data Pribadi 
Data pemerintah sering bersifat sensitif dan sulit diganti. Dalam konteks 13. pelindungan data pribadi, 

pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. Data tidak 

berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang berwenang, 

dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan manusia akan menghasilkan 

kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 
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Prinsip tujuan, minimisasi, akurasi, keamanan, dan retensi harus diterapkan. Pemerintahan Indonesia 

memiliki struktur yang luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, 

fasilitas layanan, dan unit pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan 

kekuatan karena memberi detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data 

dipindahkan ke satu basis. Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, 

dan aturan yang disepakati. 

Hak akses dan koreksi perlu diintegrasikan ke layanan. Dimensi manajerialnya terletak pada pembagian 

tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, walidata 

memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara auditor 

menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data governance 

harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa memperbaiki. 

Data sharing membutuhkan dasar hukum dan penilaian dampak. Penggunaan data selalu membawa trade-

off. Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Privacy by design lebih efektif daripada koreksi setelah insiden. Prinsip pentingnya adalah proportionality. 

Data yang tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, 

biometrik, bantuan sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat 

dokumentasi, autentikasi, logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam 

akan terlalu berat bagi data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, data pemerintah sering bersifat sensitif dan sulit diganti. harus menghasilkan 

perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu 

warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, 

menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai 

tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

Dimensi Pertanyaan Kendali Bukti 

Tujuan Masalah apa yang diselesaikan? Mandat dan use case 

Kualitas Apakah data layak digunakan? Profil kualitas dan metadata 

Akses Siapa berwenang? Kebijakan akses dan log 

Dampak Apa manfaat dan risikonya? Evaluasi dan penilaian dampak 

14. Keamanan Siber dan Ketahanan 
Infrastruktur data menjadi target strategis. Dalam konteks 14. keamanan siber dan ketahanan, pernyataan 

ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. Data tidak berguna hanya 

karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang berwenang, dipadukan 

dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, 

investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan manusia akan menghasilkan kapasitas 

teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 
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Zero trust membatasi kepercayaan implisit. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur yang luas dan 

berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, dan unit pelaksana 

menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena memberi detail, 

tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu basis. Integrasi 

berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang disepakati. 

Enkripsi, segmentasi, IAM, dan audit trail merupakan kontrol dasar. Dimensi manajerialnya terletak pada 

pembagian tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, 

walidata memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara 

auditor menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data 

governance harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa 

memperbaiki. 

Rantai pasok dan vendor perlu dinilai. Penggunaan data selalu membawa trade-off. Kecepatan dapat 

bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan ketahanan, dan 

standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. Pemerintah 

harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, dan 

mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Ketahanan mencakup kontinuitas layanan manual dan pemulihan. Prinsip pentingnya adalah 

proportionality. Data yang tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data 

kesehatan, biometrik, bantuan sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. 

Tingkat dokumentasi, autentikasi, logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan 

seragam akan terlalu berat bagi data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, infrastruktur data menjadi target strategis. harus menghasilkan perbaikan yang dapat 

dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu warga menyerahkan 

dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, menurunnya duplikasi program, 

serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai tujuan ketika membuat negara lebih 

cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

15. Keterbukaan Data dan Akuntabilitas 
Open data meningkatkan inovasi dan pengawasan. Dalam konteks 15. keterbukaan data dan akuntabilitas, 

pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. Data tidak 

berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang berwenang, 

dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan manusia akan menghasilkan 

kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 

Keterbukaan harus mempertimbangkan privasi dan risiko re-identifikasi. Pemerintahan Indonesia memiliki 

struktur yang luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, 

dan unit pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena 

memberi detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu 

basis. Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang 

disepakati. 
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Dataset publik memerlukan metadata, lisensi, dan mekanisme umpan balik. Dimensi manajerialnya terletak 

pada pembagian tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, 

walidata memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara 

auditor menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data 

governance harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa 

memperbaiki. 

Transparansi anggaran dan kinerja memerlukan data yang dapat ditelusuri. Penggunaan data selalu 

membawa trade-off. Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, 

sentralisasi dengan ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang 

menghapus seluruh trade-off. Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, 

penilaian dampak, konsultasi, dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi 

risiko diketahui dan dikendalikan. 

Keterbukaan tanpa kualitas dapat menyesatkan. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data yang tidak 

sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, bantuan 

sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, autentikasi, 

logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu berat bagi 

data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, open data meningkatkan inovasi dan pengawasan. harus menghasilkan perbaikan 

yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu warga 

menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, menurunnya 

duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai tujuan ketika 

membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

16. Data untuk Perencanaan dan Penganggaran 
Perencanaan berbasis bukti membutuhkan baseline dan indikator konsisten. Dalam konteks 16. data untuk 

perencanaan dan penganggaran, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan 

kelembagaan. Data tidak berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses 

oleh pihak yang berwenang, dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan 

manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 

Data harus menghubungkan masalah, program, output, dan outcome. Pemerintahan Indonesia memiliki 

struktur yang luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, 

dan unit pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena 

memberi detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu 

basis. Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang 

disepakati. 

Anggaran dapat ditargetkan lebih baik melalui registri dan geospasial. Dimensi manajerialnya terletak pada 

pembagian tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, 

walidata memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara 

auditor menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data 
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governance harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa 

memperbaiki. 

Evaluasi memerlukan data sebelum dan sesudah. Penggunaan data selalu membawa trade-off. Kecepatan 

dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan ketahanan, dan 

standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. Pemerintah 

harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, dan 

mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Data harus mendukung pembelajaran, bukan hanya pelaporan. Prinsip pentingnya adalah proportionality. 

Data yang tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, 

biometrik, bantuan sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat 

dokumentasi, autentikasi, logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam 

akan terlalu berat bagi data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, perencanaan berbasis bukti membutuhkan baseline dan indikator konsisten. harus 

menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi 

berkurangnya waktu warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons 

bencana, menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data 

mencapai tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

Dimensi Pertanyaan Kendali Bukti 

Tujuan Masalah apa yang diselesaikan? Mandat dan use case 

Kualitas Apakah data layak digunakan? Profil kualitas dan metadata 

Akses Siapa berwenang? Kebijakan akses dan log 

Dampak Apa manfaat dan risikonya? Evaluasi dan penilaian dampak 

17. Data untuk Pelayanan Publik 
Integrasi mengurangi permintaan dokumen berulang kepada warga. Dalam konteks 17. data untuk 

pelayanan publik, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. 

Data tidak berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang 

berwenang, dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan 

manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 

Once-only principle menempatkan beban koordinasi pada pemerintah. Pemerintahan Indonesia memiliki 

struktur yang luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, 

dan unit pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena 

memberi detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu 

basis. Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang 

disepakati. 

Data dapat mempersonalisasi layanan tanpa menghilangkan hak pilihan. Dimensi manajerialnya terletak 

pada pembagian tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, 

walidata memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara 
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auditor menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data 

governance harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa 

memperbaiki. 

Frontline workers perlu akses yang proporsional. Penggunaan data selalu membawa trade-off. Kecepatan 

dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan ketahanan, dan 

standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. Pemerintah 

harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, dan 

mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Keberhasilan diukur dari pengalaman warga. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data yang tidak 

sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, bantuan 

sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, autentikasi, 

logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu berat bagi 

data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, integrasi mengurangi permintaan dokumen berulang kepada warga. harus 

menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi 

berkurangnya waktu warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons 

bencana, menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data 

mencapai tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

18. Data untuk Pengawasan dan Antikorupsi 
Analitik dapat menemukan anomali pengadaan dan pembayaran. Dalam konteks 18. data untuk pengawasan 

dan antikorupsi, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. 

Data tidak berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang 

berwenang, dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan 

manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 

Data lintas instansi membantu menelusuri konflik kepentingan. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur 

yang luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, dan 

unit pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena 

memberi detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu 

basis. Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang 

disepakati. 

Anomali bukan bukti, sehingga verifikasi tetap diperlukan. Dimensi manajerialnya terletak pada pembagian 

tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, walidata 

memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara auditor 

menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data governance 

harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa memperbaiki. 

Audit trail memperkuat pertanggungjawaban. Penggunaan data selalu membawa trade-off. Kecepatan dapat 

bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan ketahanan, dan 

standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. Pemerintah 
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harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, dan 

mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Transparansi dan perlindungan pelapor saling melengkapi. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data 

yang tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, 

bantuan sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, 

autentikasi, logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu 

berat bagi data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, analitik dapat menemukan anomali pengadaan dan pembayaran. harus 

menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi 

berkurangnya waktu warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons 

bencana, menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data 

mencapai tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

19. Data Geospasial, Sensor, dan Penginderaan Jauh 
Data geospasial menghubungkan kebijakan dengan lokasi. Dalam konteks 19. data geospasial, sensor, dan 

penginderaan jauh, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan 

kelembagaan. Data tidak berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses 

oleh pihak yang berwenang, dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan 

manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 

Citra satelit mendukung pangan, lingkungan, dan bencana. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur yang 

luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, dan unit 

pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena memberi 

detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu basis. 

Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang disepakati. 

Sensor menghasilkan data real-time tetapi memerlukan kalibrasi. Dimensi manajerialnya terletak pada 

pembagian tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, 

walidata memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara 

auditor menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data 

governance harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa 

memperbaiki. 

Integrasi spasial perlu referensi koordinat dan skala konsisten. Penggunaan data selalu membawa trade-off. 

Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Pengetahuan lokal tetap penting dalam interpretasi. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data yang 

tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, bantuan 

sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, autentikasi, 

logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu berat bagi 

data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 
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Dari sudut nilai publik, data geospasial menghubungkan kebijakan dengan lokasi. harus menghasilkan 

perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu 

warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, 

menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai 

tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

20. AI, Analitik, dan Pemerintahan Prediktif 
AI bergantung pada kualitas dan legitimasi data. Dalam konteks 20. ai, analitik, dan pemerintahan prediktif, 

pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. Data tidak 

berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang berwenang, 

dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan manusia akan menghasilkan 

kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 

Prediksi dapat membantu prioritas tetapi tidak menggantikan pertimbangan. Pemerintahan Indonesia 

memiliki struktur yang luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, 

fasilitas layanan, dan unit pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan 

kekuatan karena memberi detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data 

dipindahkan ke satu basis. Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, 

dan aturan yang disepakati. 

Bias data dapat menjadi bias keputusan. Dimensi manajerialnya terletak pada pembagian tanggung jawab. 

Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, walidata memastikan standar dan 

penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara auditor menilai kepatuhan dan 

dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data governance harus menjawab siapa 

memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa memperbaiki. 

Model memerlukan dokumentasi, audit, dan monitoring. Penggunaan data selalu membawa trade-off. 

Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Analitik harus diarahkan pada nilai publik. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data yang tidak 

sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, bantuan 

sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, autentikasi, 

logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu berat bagi 

data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, ai bergantung pada kualitas dan legitimasi data. harus menghasilkan perbaikan yang 

dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu warga 

menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, menurunnya 

duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai tujuan ketika 

membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 
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21. Kapasitas Pemerintah Daerah 
Kapasitas daerah sangat beragam. Dalam konteks 21. kapasitas pemerintah daerah, pernyataan ini 

menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. Data tidak berguna hanya karena 

tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang berwenang, dipadukan dengan 

sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi 

pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang 

tidak berubah menjadi nilai publik. 

Standar nasional perlu disertai dukungan implementasi. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur yang 

luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, dan unit 

pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena memberi 

detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu basis. 

Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang disepakati. 

Shared services dapat mengurangi biaya. Dimensi manajerialnya terletak pada pembagian tanggung jawab. 

Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, walidata memastikan standar dan 

penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara auditor menilai kepatuhan dan 

dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data governance harus menjawab siapa 

memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa memperbaiki. 

Data daerah penting karena layanan terjadi dekat warga. Penggunaan data selalu membawa trade-off. 

Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Insentif fiskal dan evaluasi dapat mendorong kualitas. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data yang 

tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, bantuan 

sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, autentikasi, 

logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu berat bagi 

data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, kapasitas daerah sangat beragam. harus menghasilkan perbaikan yang dapat 

dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu warga menyerahkan 

dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, menurunnya duplikasi program, 

serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai tujuan ketika membuat negara lebih 

cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

22. Data Stewardship dan Profesi Data 
Data steward menghubungkan bisnis, hukum, dan teknologi. Dalam konteks 22. data stewardship dan 

profesi data, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. Data 

tidak berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang 

berwenang, dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan 

manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 
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Chief data officer memerlukan mandat lintas unit. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur yang luas dan 

berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, dan unit pelaksana 

menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena memberi detail, 

tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu basis. Integrasi 

berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang disepakati. 

Kompetensi mencakup metadata, kualitas, keamanan, dan komunikasi. Dimensi manajerialnya terletak 

pada pembagian tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, 

walidata memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara 

auditor menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data 

governance harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa 

memperbaiki. 

Komunitas praktik mempercepat pembelajaran. Penggunaan data selalu membawa trade-off. Kecepatan 

dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan ketahanan, dan 

standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. Pemerintah 

harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, dan 

mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Karier data publik perlu dikembangkan. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data yang tidak sensitif 

dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, bantuan sosial, pajak, 

atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, autentikasi, logging, dan 

audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu berat bagi data sederhana 

dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, data steward menghubungkan bisnis, hukum, dan teknologi. harus menghasilkan 

perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu 

warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, 

menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai 

tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

23. Ekonomi Politik Data Pemerintah 
Data memberi kekuasaan untuk menentukan siapa terlihat. Dalam konteks 23. ekonomi politik data 

pemerintah, pernyataan ini menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. Data 

tidak berguna hanya karena tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang 

berwenang, dipadukan dengan sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan 

manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah menjadi nilai publik. 

Instansi dapat menahan data karena kepentingan dan risiko. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur yang 

luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, dan unit 

pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena memberi 

detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu basis. 

Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang disepakati. 

Vendor dapat menciptakan ketergantungan. Dimensi manajerialnya terletak pada pembagian tanggung 

jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, walidata memastikan 
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standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara auditor menilai 

kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data governance harus 

menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa memperbaiki. 

Warga harus memperoleh manfaat dan perlindungan. Penggunaan data selalu membawa trade-off. 

Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 

Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Governance harus mengelola konflik kepentingan. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data yang 

tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, bantuan 

sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, autentikasi, 

logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu berat bagi 

data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, data memberi kekuasaan untuk menentukan siapa terlihat. harus menghasilkan 

perbaikan yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu 

warga menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, 

menurunnya duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai 

tujuan ketika membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

24. Peta Jalan 2026-2035 
Tahap awal memetakan data dan risiko. Dalam konteks 24. peta jalan 2026-2035, pernyataan ini menggeser 

fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. Data tidak berguna hanya karena tersimpan. 

Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang berwenang, dipadukan dengan sumber lain, 

serta digunakan untuk keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi pada server 

tanpa investasi pada standar, metadata, dan manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang tidak berubah 

menjadi nilai publik. 

Tahap kedua membangun referensi, katalog, dan pertukaran. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur 

yang luas dan berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, dan 

unit pelaksana menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena 

memberi detail, tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu 

basis. Integrasi berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang 

disepakati. 

Tahap ketiga mengintegrasikan layanan dan analitik. Dimensi manajerialnya terletak pada pembagian 

tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, walidata 

memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara auditor 

menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data governance 

harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa memperbaiki. 

Tahap keempat mengukur nilai publik dan ketahanan. Penggunaan data selalu membawa trade-off. 

Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 
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Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Peta jalan memerlukan target, anggaran, dan tanggung jawab. Prinsip pentingnya adalah proportionality. 

Data yang tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, 

biometrik, bantuan sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat 

dokumentasi, autentikasi, logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam 

akan terlalu berat bagi data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, tahap awal memetakan data dan risiko. harus menghasilkan perbaikan yang dapat 

dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu warga menyerahkan 

dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, menurunnya duplikasi program, 

serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai tujuan ketika membuat negara lebih 

cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

Dimensi Pertanyaan Kendali Bukti 

Tujuan Masalah apa yang diselesaikan? Mandat dan use case 

Kualitas Apakah data layak digunakan? Profil kualitas dan metadata 

Akses Siapa berwenang? Kebijakan akses dan log 

Dampak Apa manfaat dan risikonya? Evaluasi dan penilaian dampak 

25. Kesimpulan 
Data adalah infrastruktur kelembagaan dan sosial. Dalam konteks 25. kesimpulan, pernyataan ini 

menggeser fokus dari kepemilikan file menuju kemampuan kelembagaan. Data tidak berguna hanya karena 

tersimpan. Ia harus dapat ditemukan, dipahami, diakses oleh pihak yang berwenang, dipadukan dengan 

sumber lain, serta digunakan untuk keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, investasi 

pada server tanpa investasi pada standar, metadata, dan manusia akan menghasilkan kapasitas teknis yang 

tidak berubah menjadi nilai publik. 

Teknologi hanya satu lapisan dari ekosistem. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur yang luas dan 

berlapis. Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, fasilitas layanan, dan unit pelaksana 

menghasilkan data dengan tujuan berbeda. Keragaman ini merupakan kekuatan karena memberi detail, 

tetapi juga menciptakan fragmentasi. Integrasi tidak berarti semua data dipindahkan ke satu basis. Integrasi 

berarti sistem dapat berkomunikasi melalui definisi, kode, protokol, dan aturan yang disepakati. 

Kepercayaan, hak, dan keamanan adalah fondasi. Dimensi manajerialnya terletak pada pembagian 

tanggung jawab. Pemilik proses memahami makna data, unit teknologi mengelola sistem, walidata 

memastikan standar dan penyebarluasan, pejabat pelindungan data mengawasi hak, sementara auditor 

menilai kepatuhan dan dampak. Bila peran tidak jelas, kesalahan akan saling dilemparkan. Data governance 

harus menjawab siapa memutuskan, siapa memeriksa, siapa memberi akses, dan siapa memperbaiki. 

Model federatif cocok bagi pemerintahan Indonesia. Penggunaan data selalu membawa trade-off. 

Kecepatan dapat bertentangan dengan verifikasi, keterbukaan dengan privasi, sentralisasi dengan 

ketahanan, dan standardisasi dengan kebutuhan lokal. Tidak ada desain yang menghapus seluruh trade-off. 
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Pemerintah harus mengelolanya secara transparan melalui klasifikasi risiko, penilaian dampak, konsultasi, 

dan mekanisme koreksi. Keputusan yang baik bukan tanpa risiko, tetapi risiko diketahui dan dikendalikan. 

Keberhasilan dinilai dari kualitas keputusan dan pelayanan. Prinsip pentingnya adalah proportionality. Data 

yang tidak sensitif dan berisiko rendah dapat dibagikan lebih luas, sedangkan data kesehatan, biometrik, 

bantuan sosial, pajak, atau penegakan hukum memerlukan kontrol lebih ketat. Tingkat dokumentasi, 

autentikasi, logging, dan audit harus meningkat sejalan dengan dampak. Pendekatan seragam akan terlalu 

berat bagi data sederhana dan terlalu lemah bagi data kritis. 

Dari sudut nilai publik, data adalah infrastruktur kelembagaan dan sosial. harus menghasilkan perbaikan 

yang dapat dirasakan. Indikatornya bukan jumlah dataset atau API, tetapi berkurangnya waktu warga 

menyerahkan dokumen, meningkatnya ketepatan sasaran, membaiknya respons bencana, menurunnya 

duplikasi program, serta meningkatnya kemampuan evaluasi. Infrastruktur data mencapai tujuan ketika 

membuat negara lebih cerdas sekaligus lebih adil, aman, dan akuntabel. 

Studi Kasus Infrastruktur Data Indonesia 

Kasus 1: Sensus Ekonomi 2026 
Sensus Ekonomi 2026 menggambarkan data sebagai operasi nasional yang bergantung pada metodologi, 

jaringan, keamanan, koordinasi pusat-daerah, dan kepercayaan responden. BPS memperkuat kolaborasi 

dengan BSSN, Peruri, dan Telkom untuk keamanan serta keandalan. Pelajarannya adalah bahwa data 

berskala besar memerlukan ekosistem, bukan satu aplikasi. 

Pelajaran umum dari kasus ini adalah bahwa manfaat data bergantung pada kualitas sumber, standar, dasar 

hukum, keamanan, serta kemampuan manusia menafsirkan konteks. Sistem yang tampak terintegrasi dapat 

tetap gagal bila data tidak mutakhir atau warga tidak dapat memperbaiki kesalahan. 

Kasus 2: Estimasi Luas Panen 

BPS mengembangkan mixed method yang mengintegrasikan Kerangka Sampel Area dengan Earth 

Observation. Integrasi mengurangi ketergantungan survei lapangan, tetapi masih memerlukan ground check 

dan perbaikan akurasi antarwilayah. Kasus ini menunjukkan komplementaritas antara data resmi, citra 

satelit, model, dan validasi manusia. 

Pelajaran umum dari kasus ini adalah bahwa manfaat data bergantung pada kualitas sumber, standar, dasar 

hukum, keamanan, serta kemampuan manusia menafsirkan konteks. Sistem yang tampak terintegrasi dapat 

tetap gagal bila data tidak mutakhir atau warga tidak dapat memperbaiki kesalahan. 

Kasus 3: Bantuan Sosial 

Integrasi registri sosial dapat memperbaiki ketepatan sasaran, tetapi kesalahan identitas, perubahan kondisi, 

dan data yang tidak mutakhir dapat mengecualikan warga. Infrastruktur yang baik menyediakan 

pembaruan, verifikasi, dan kanal koreksi. Skor tidak boleh menjadi keputusan tanpa mekanisme keberatan. 

Pelajaran umum dari kasus ini adalah bahwa manfaat data bergantung pada kualitas sumber, standar, dasar 

hukum, keamanan, serta kemampuan manusia menafsirkan konteks. Sistem yang tampak terintegrasi dapat 

tetap gagal bila data tidak mutakhir atau warga tidak dapat memperbaiki kesalahan. 
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Kasus 4: Perizinan Usaha 

Data usaha yang terhubung dapat mengurangi pengulangan dokumen dan mempercepat izin. Namun 

definisi usaha, lokasi, sektor, dan kepemilikan harus konsisten. API dan data induk memungkinkan once-

only principle, sedangkan logging menjaga akuntabilitas. 

Pelajaran umum dari kasus ini adalah bahwa manfaat data bergantung pada kualitas sumber, standar, dasar 

hukum, keamanan, serta kemampuan manusia menafsirkan konteks. Sistem yang tampak terintegrasi dapat 

tetap gagal bila data tidak mutakhir atau warga tidak dapat memperbaiki kesalahan. 

Kasus 5: Kesehatan 

Integrasi data kesehatan mendukung kesinambungan layanan dan surveilans. Risiko privasi sangat tinggi 

sehingga akses harus berdasarkan peran, tujuan, dan kebutuhan. Data klinis juga memerlukan standar 

terminologi. Keberhasilan diukur dari keselamatan dan pengalaman pasien. 

Pelajaran umum dari kasus ini adalah bahwa manfaat data bergantung pada kualitas sumber, standar, dasar 

hukum, keamanan, serta kemampuan manusia menafsirkan konteks. Sistem yang tampak terintegrasi dapat 

tetap gagal bila data tidak mutakhir atau warga tidak dapat memperbaiki kesalahan. 

Kasus 6: Bencana 
Data cuaca, geospasial, sensor, kependudukan, dan infrastruktur perlu terhubung untuk respons cepat. 

Sistem harus bekerja saat jaringan terganggu dan memiliki redundansi. Data lokal serta laporan masyarakat 

membantu mengoreksi model. 

Pelajaran umum dari kasus ini adalah bahwa manfaat data bergantung pada kualitas sumber, standar, dasar 

hukum, keamanan, serta kemampuan manusia menafsirkan konteks. Sistem yang tampak terintegrasi dapat 

tetap gagal bila data tidak mutakhir atau warga tidak dapat memperbaiki kesalahan. 

Kasus 7: Pengadaan 

Data vendor, kepemilikan, kontrak, pembayaran, dan kinerja dapat mendeteksi anomali. Namun analitik 

hanya memberi sinyal. Investigasi dan due process tetap diperlukan. Open contracting memperluas 

pengawasan. 

Pelajaran umum dari kasus ini adalah bahwa manfaat data bergantung pada kualitas sumber, standar, dasar 

hukum, keamanan, serta kemampuan manusia menafsirkan konteks. Sistem yang tampak terintegrasi dapat 

tetap gagal bila data tidak mutakhir atau warga tidak dapat memperbaiki kesalahan. 

Kasus 8: Pendidikan 

Identitas siswa, sekolah, guru, bantuan, hasil belajar, dan sarana dapat mendukung kebijakan. Integrasi 

harus menghindari pelabelan permanen. Data digunakan untuk dukungan, bukan diskriminasi. 

Pelajaran umum dari kasus ini adalah bahwa manfaat data bergantung pada kualitas sumber, standar, dasar 

hukum, keamanan, serta kemampuan manusia menafsirkan konteks. Sistem yang tampak terintegrasi dapat 

tetap gagal bila data tidak mutakhir atau warga tidak dapat memperbaiki kesalahan. 
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Peta Jalan Implementasi 2026-2035 

Tahap I 2026-2027: Inventarisasi dan Pengamanan 

Bangun registri data, klasifikasi, pemilik, metadata minimum, penilaian risiko, dan baseline kualitas. 

Hentikan pertukaran informal tanpa logging. 

Tahap II 2028-2030: Standardisasi dan Pertukaran 

Selesaikan kode referensi, data induk, API gateway, katalog, IAM, dan layanan bersama. Kembangkan 

pusat bantuan daerah. 

Tahap III 2031-2033: Integrasi Layanan dan Analitik 

Terapkan once-only principle, integrasi lintas program, geospasial, analitik, dan evaluasi outcome. Perkuat 

audit dan pelindungan hak. 

Tahap IV 2034-2035: Data sebagai Ekosistem Adaptif 

Ukur nilai publik, ketahanan, interoperabilitas internasional, dan inovasi. Hentikan dataset serta sistem yang 

tidak bernilai atau berisiko. 

Dua Belas Prinsip Operasional 

1. Tujuan Publik 

Setiap data dikaitkan dengan mandat dan manfaat. Prinsip ini harus diterjemahkan menjadi standar, 

indikator, tanggung jawab, dan audit, bukan berhenti sebagai slogan. 

2. Federasi 
Data tetap dikelola dekat sumber dengan standar bersama. Prinsip ini harus diterjemahkan menjadi standar, 

indikator, tanggung jawab, dan audit, bukan berhenti sebagai slogan. 

3. Once Only 

Warga tidak diminta menyerahkan data yang telah dimiliki secara sah. Prinsip ini harus diterjemahkan 

menjadi standar, indikator, tanggung jawab, dan audit, bukan berhenti sebagai slogan. 

4. Metadata First 

Data tanpa metadata dianggap belum siap. Prinsip ini harus diterjemahkan menjadi standar, indikator, 

tanggung jawab, dan audit, bukan berhenti sebagai slogan. 

5. Quality by Design 

Validasi dibangun sejak pengumpulan. Prinsip ini harus diterjemahkan menjadi standar, indikator, 

tanggung jawab, dan audit, bukan berhenti sebagai slogan. 

6. Privacy by Design 

Minimisasi dan pembatasan tujuan menjadi default. Prinsip ini harus diterjemahkan menjadi standar, 

indikator, tanggung jawab, dan audit, bukan berhenti sebagai slogan. 
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7. Security by Design 

Zero trust, enkripsi, dan logging diterapkan. Prinsip ini harus diterjemahkan menjadi standar, indikator, 

tanggung jawab, dan audit, bukan berhenti sebagai slogan. 

8. Interoperability 

Makna, kode, dan protokol diselaraskan. Prinsip ini harus diterjemahkan menjadi standar, indikator, 

tanggung jawab, dan audit, bukan berhenti sebagai slogan. 

9. Accountability 

Setiap akses dan keputusan dapat ditelusuri. Prinsip ini harus diterjemahkan menjadi standar, indikator, 

tanggung jawab, dan audit, bukan berhenti sebagai slogan. 

10. Openness 

Data non-sensitif dibuka dengan kualitas dan lisensi. Prinsip ini harus diterjemahkan menjadi standar, 

indikator, tanggung jawab, dan audit, bukan berhenti sebagai slogan. 

11. Inclusion 

Daerah dan kelompok rentan mendapat dukungan. Prinsip ini harus diterjemahkan menjadi standar, 

indikator, tanggung jawab, dan audit, bukan berhenti sebagai slogan. 

12. Learning 

Sistem dievaluasi dan diperbaiki terus-menerus. Prinsip ini harus diterjemahkan menjadi standar, indikator, 

tanggung jawab, dan audit, bukan berhenti sebagai slogan. 

Glossarium 
API: Antarmuka yang memungkinkan sistem bertukar data secara terstruktur. 

Data induk: Data acuan utama mengenai entitas penting. 

Data lineage: Jejak asal dan transformasi data. 

Data steward: Pejabat atau profesional yang mengelola kualitas dan makna data. 

Data trust: Kepercayaan bahwa data dikelola secara legal, aman, dan berkualitas. 

Federated architecture: Arsitektur yang mempertahankan data pada sumber tetapi memungkinkan 

pertukaran. 

Interoperabilitas: Kemampuan sistem dan organisasi menggunakan data secara konsisten. 

Metadata: Data yang menjelaskan data. 

Once-only principle: Prinsip bahwa warga tidak berulang kali memberikan data yang sama. 

Open data: Data yang dapat digunakan kembali secara terbuka. 

Privacy by design: Pelindungan privasi sejak perancangan. 

Referensi data: Kode atau klasifikasi yang dipakai bersama. 
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SPBE: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

Satu Data Indonesia: Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk data akurat, mutakhir, terpadu, dan 

dapat dibagipakaikan. 

Zero trust: Model keamanan yang tidak memberi kepercayaan otomatis pada pengguna atau sistem. 
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Pendalaman Konseptual dan Manajerial 

A. Data sebagai Barang Publik dan Aset Strategis 

Data pemerintah memiliki sifat yang berbeda dari aset fisik. Penggunaan oleh satu unit tidak selalu 

mengurangi kesempatan unit lain untuk menggunakannya. Nilai data bahkan meningkat ketika dapat 

dikombinasikan dengan sumber lain. Namun sifat non-rival ini tidak berarti akses harus tanpa batas. Data 

pribadi, data keamanan, dan data komersial sensitif memerlukan pembatasan. Pemerintah harus 

membedakan keterbukaan, berbagi terbatas, dan penggunaan internal berdasarkan risiko. 

Pendekatan aset strategis meminta organisasi mengelola data sepanjang siklus hidup: perencanaan, 

pengumpulan, validasi, penyimpanan, penggunaan, pertukaran, pengarsipan, dan pemusnahan. Setiap tahap 

menimbulkan biaya dan risiko. Banyak instansi menganggarkan aplikasi tetapi tidak menganggarkan 

pemeliharaan metadata, pembersihan, dokumentasi, atau migrasi. Akibatnya, data kehilangan nilai 

meskipun server masih berjalan. 

Nilai ekonomi data pemerintah muncul melalui pengurangan duplikasi, targeting yang lebih baik, deteksi 

kebocoran, inovasi layanan, dan pengurangan beban administrasi. Nilai sosialnya mencakup keterbukaan, 

penelitian, partisipasi, dan kesetaraan akses. Penilaian investasi perlu menghitung kedua dimensi. Dataset 

kecil yang memperbaiki pelayanan kelompok rentan dapat lebih bernilai daripada data besar tanpa use case. 

Kepemilikan data pemerintah sebaiknya dipahami sebagai stewardship, bukan hak eksklusif unit. Instansi 

mengelola data atas nama publik dan harus menjaganya. Pandangan ini mengurangi ego sektoral tanpa 

menghapus tanggung jawab. Data tidak boleh dibagikan sembarangan, tetapi juga tidak boleh ditahan hanya 

untuk mempertahankan kekuasaan birokrasi. 

B. Arsitektur Data Federatif untuk Negara Kepulauan 

Indonesia membutuhkan arsitektur yang mengakui skala, keragaman, dan distribusi kewenangan. Model 

sentralistik penuh berisiko menciptakan bottleneck, single point of failure, dan hilangnya konteks lokal. 

Model terfragmentasi murni menghasilkan duplikasi serta ketidakcocokan. Arsitektur federatif 

menawarkan jalan tengah: data dikelola pada sumber yang bertanggung jawab, sementara standar, identitas, 

katalog, keamanan, dan protokol pertukaran disediakan bersama. 

Dalam model federatif, pemerintah pusat menetapkan common data model dan kode referensi. Daerah tetap 

dapat menambah atribut sesuai kebutuhan, selama elemen inti konsisten. API gateway memungkinkan 

pertukaran tanpa menyalin seluruh basis data. Katalog nasional menunjukkan dataset, pemilik, kualitas, 

syarat akses, dan versi. Pengguna meminta atribut yang diperlukan, bukan mengambil salinan massal. 

Federasi juga memperkuat ketahanan. Bila satu node terganggu, layanan lain tidak seluruhnya lumpuh. 

Namun federasi memerlukan observability: pemerintah harus dapat melihat kesehatan layanan, latensi, 

perubahan skema, dan insiden. Service mesh, logging terpusat, dan standar identitas mendukung koordinasi. 

Desain teknis harus diikuti perjanjian kelembagaan yang menetapkan hak serta kewajiban. 

Konteks kepulauan menuntut kemampuan offline dan sinkronisasi. Tidak semua wilayah memiliki 

konektivitas stabil. Aplikasi lapangan harus mampu bekerja lokal, mengenkripsi data, dan melakukan 

sinkronisasi aman ketika jaringan tersedia. Infrastruktur data nasional yang baik tidak mengasumsikan 

kondisi Jakarta sebagai kondisi seluruh Indonesia. 
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C. Kualitas Data sebagai Sistem Pengendalian Internal 

Kualitas data sering diperlakukan sebagai tugas teknis setelah pengumpulan. Padahal kualitas adalah hasil 

proses bisnis. Kesalahan alamat dapat berasal dari formulir yang membingungkan, target petugas, atau tidak 

adanya verifikasi. Data ganda dapat muncul karena sistem insentif mendorong registrasi baru daripada 

pembaruan. Oleh sebab itu, perbaikan kualitas harus menelusuri akar proses, bukan sekadar menjalankan 

deduplication. 

Instansi perlu memiliki data quality rules yang eksplisit: format, rentang, hubungan antarelemen, 

kelengkapan, keunikan, dan ketepatan waktu. Aturan diterapkan otomatis ketika memungkinkan, tetapi 

hasilnya ditinjau pemilik proses. Dashboard kualitas harus menunjukkan tren dan sumber kesalahan. Unit 

yang menghasilkan data diberi umpan balik, bukan hanya diminta mengirim laporan. 

Kualitas juga bersifat fit for purpose. Data yang cukup untuk statistik agregat belum tentu layak untuk 

menentukan hak individu. Data bulanan mungkin memadai untuk perencanaan, tetapi tidak untuk respons 

darurat. Label kualitas harus dikaitkan dengan penggunaan yang diperbolehkan. Pengguna perlu 

mengetahui batas agar tidak menghasilkan keputusan dengan presisi palsu. 

Pengendalian internal data meliputi segregation of duties, approval, audit trail, rekonsiliasi, dan kontrol 

perubahan. Perubahan definisi atau skema harus dinilai dampaknya pada laporan dan integrasi. Audit data 

dapat menjadi bagian dari SPIP serta audit kinerja. Dengan demikian, kualitas menjadi tanggung jawab 

manajemen, bukan proyek sesaat. 

D. Identitas Digital, Data Induk, dan Hak Warga 

Identitas digital memungkinkan layanan terintegrasi, tetapi juga menciptakan titik kritis. Kesalahan 

identitas dapat menyebar ke bantuan, kesehatan, pendidikan, perbankan, dan perpajakan. Pemerintah harus 

memastikan prosedur koreksi yang cepat, alternatif bagi warga dengan kondisi khusus, dan perlindungan 

terhadap pengambilalihan identitas. Sistem tidak boleh mengubah kegagalan autentikasi menjadi hilangnya 

hak. 

Data induk entitas seperti penduduk, usaha, fasilitas, wilayah, dan program perlu memiliki otoritas, versi, 

dan mekanisme pembaruan. Data induk bukan berarti satu database mutlak. Ia berarti satu sumber referensi 

yang diakui, dengan proses resolusi konflik. Sistem sektor dapat menyimpan atribut operasional, tetapi 

identifikasi dasar harus konsisten. 

Prinsip once-only mengurangi beban warga. Bila pemerintah telah memiliki data secara sah dan mutakhir, 

warga tidak perlu menyerahkan dokumen yang sama. Namun prinsip ini membutuhkan transparansi: warga 

perlu tahu data mana yang digunakan dan dapat memperbaiki. Integrasi diam-diam tanpa kontrol dapat 

menimbulkan surveillance dan function creep. 

Hak warga harus tertanam dalam desain: akses, koreksi, keberatan, informasi, dan pemulihan. Portal 

layanan dapat menampilkan data inti yang digunakan, riwayat perubahan, serta pihak yang mengakses, 

sejauh tidak menimbulkan risiko keamanan. Akuntabilitas data menjadi pengalaman nyata, bukan hanya 

ketentuan hukum. 

E. Pusat Data Nasional, Ketahanan, dan Kedaulatan 

Pusat Data Nasional berpotensi menyediakan skala ekonomi, standar keamanan, dan layanan pemulihan. 

Akan tetapi, insiden pada infrastruktur kritis menunjukkan perlunya defense in depth. Sentralisasi harus 
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diimbangi multi-region redundancy, immutable backup, segmentasi, dan latihan pemulihan. Backup yang 

tidak pernah diuji bukan jaminan. 

Kedaulatan data lebih luas daripada lokasi server. Negara harus mampu mengaudit, memindahkan beban, 

mengendalikan kunci enkripsi, menetapkan yurisdiksi, dan menjaga layanan bila vendor gagal. Teknologi 

asing dapat digunakan, tetapi kontrak harus menjamin portabilitas, transparansi subprocessor, dan exit plan. 

Open standards mengurangi ketergantungan. 

Klasifikasi menentukan penempatan. Data publik dapat menggunakan lingkungan berbeda dari data 

rahasia. Hybrid cloud memungkinkan fleksibilitas bila governance matang. Namun kompleksitas hybrid 

menuntut kemampuan arsitektur dan keamanan. Keputusan cloud tidak boleh semata mengikuti tren atau 

harga awal. 

Ketahanan juga menyangkut manusia dan prosedur. Tim harus mengetahui siapa mengambil keputusan saat 

insiden, bagaimana layanan prioritas dipulihkan, bagaimana publik diberi informasi, dan bagaimana bukti 

dipertahankan. Business continuity harus diuji bersama instansi pengguna, bukan hanya oleh operator pusat 

data. 

F. Data Terbuka, Demokrasi, dan Inovasi 

Data terbuka memungkinkan masyarakat menilai anggaran, layanan, lingkungan, dan hasil pembangunan. 

Peneliti serta perusahaan dapat menciptakan analisis dan aplikasi. Namun publikasi file tanpa metadata, 

lisensi, pembaruan, dan kanal umpan balik menghasilkan open data nominal. Kualitas pengalaman 

pengguna menentukan penggunaan kembali. 

Prioritas open data sebaiknya didasarkan pada permintaan dan nilai publik. Data pengadaan, anggaran, 

kualitas udara, transportasi, pendidikan, kesehatan agregat, dan geospasial memiliki dampak luas. 

Pemerintah perlu berkonsultasi dengan pengguna untuk menentukan format dan frekuensi. API diperlukan 

untuk data dinamis, sedangkan arsip menjaga reproduksibilitas. 

Risiko re-identifikasi meningkat ketika dataset digabung. Anonimisasi sederhana tidak selalu cukup. 

Penilaian disclosure risk, agregasi, differential privacy, atau controlled access dapat digunakan. 

Keterbukaan bertanggung jawab tidak sama dengan menutup semua data; ia memilih mekanisme yang 

sesuai. 

Open data juga memperbaiki internal pemerintah karena memaksa dokumentasi dan konsistensi. Ketika 

data dilihat publik, kesalahan lebih cepat ditemukan. Pemerintah harus membangun budaya menerima 

koreksi. Transparansi bukan ancaman reputasi, melainkan mekanisme kualitas dan pembelajaran. 

G. Data untuk Kebijakan Adaptif dan Antisipatif 

Kebijakan tradisional mengandalkan laporan berkala yang datang setelah masalah terjadi. Infrastruktur data 

modern memungkinkan nowcasting, early warning, dan evaluasi lebih cepat. Data transaksi, mobilitas, 

harga, cuaca, dan pengaduan dapat memberi sinyal. Namun data berfrekuensi tinggi tidak selalu 

representatif dan dapat berubah karena perilaku platform. 

Pemerintahan antisipatif menggabungkan data real-time dengan statistik resmi dan pengetahuan lapangan. 

Model tidak menggantikan deliberasi, tetapi membantu menguji skenario. Pimpinan perlu melihat rentang 

ketidakpastian dan asumsi. Dashboard yang hanya menampilkan satu angka dapat menciptakan 

overconfidence. 
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Adaptive policy membutuhkan feedback loop. Program dirancang dengan indikator, data dikumpulkan, 

hasil dianalisis, dan desain disesuaikan. Sistem anggaran harus memberi ruang perubahan berbasis bukti. 

Bila data hanya digunakan untuk membenarkan keputusan, infrastruktur tidak menghasilkan pembelajaran. 

Evaluasi dampak memerlukan identifikasi dan baseline. Registri program serta penerima harus terhubung 

secara legal agar overlap dan outcome dapat dianalisis. Metode eksperimen atau quasi-experiment dapat 

digunakan, tetapi etika dan keadilan tetap dipertimbangkan. 

H. Kapasitas Daerah dan Shared Data Services 

Pemerintah daerah adalah produsen dan pengguna data terbesar dalam layanan sehari-hari. Namun 

kapasitas sangat tidak merata. Daerah kecil sulit merekrut data engineer, security specialist, atau statistician. 

Memaksa setiap daerah membangun sistem sendiri menghasilkan kualitas dan biaya yang buruk. Shared 

services dapat menyediakan katalog, API gateway, IAM, backup, dan analitik dasar. 

Shared services tidak boleh menghilangkan kepemilikan lokal. Daerah tetap menentukan prioritas dan 

memperbaiki data sumber. Pemerintah pusat menyediakan platform serta standar, sementara regional data 

hub memberi pendampingan. Model ini serupa utilitas: daerah menggunakan layanan bersama namun 

mempertahankan tanggung jawab. 

Insentif fiskal dapat dikaitkan dengan kualitas data, interoperabilitas, dan penggunaan untuk outcome. 

Namun evaluasi harus adil terhadap kapasitas awal. Daerah tertinggal memerlukan bantuan, bukan hanya 

penalti. Peer learning antarwilayah dapat menyebarkan praktik baik. 

Data desa dan komunitas perlu masuk dengan proses yang sederhana. Beban pelaporan berulang harus 

dikurangi. Aplikasi yang berbeda dari berbagai kementerian sering membebani petugas. Harmonisasi 

formulir dan once-only reporting meningkatkan kualitas karena petugas memiliki waktu memverifikasi. 

I. Talenta, Organisasi, dan Budaya Data 
Transformasi data membutuhkan profesi yang jelas: data steward, architect, engineer, analyst, statistician, 

privacy officer, security specialist, dan product manager. Tidak semua instansi membutuhkan tim lengkap, 

tetapi fungsi harus tersedia. Jalur karier dan remunerasi membantu mempertahankan talenta. 

Ketergantungan total pada vendor melemahkan institutional memory. 

Pemimpin perlu memiliki data literacy untuk menilai kualitas, korelasi, ketidakpastian, dan bias. Mereka 

tidak harus menjadi programmer, tetapi harus mampu menanyakan asal data, definisi, missingness, dan 

dampak. Keputusan berdasarkan dashboard tanpa pemahaman dapat lebih buruk daripada intuisi. 

Budaya data mendorong penggunaan bukti sekaligus mengizinkan kritik. Pegawai harus dapat melaporkan 

kesalahan tanpa takut. Organisasi belajar dari discrepancy dan tidak menghukum unit yang memperbaiki 

data. Insentif kinerja harus menghindari manipulasi indikator. 

Universitas dan lembaga pelatihan dapat membangun program multidisipliner. Data pemerintah 

membutuhkan kombinasi statistik, teknologi, hukum, kebijakan, dan manajemen. IBM-ASMI dapat 

berkontribusi pada governance, change management, dan public value, bukan hanya analitik teknis. 

J. Kerangka Akuntabilitas Infrastruktur Data 

Akuntabilitas data memerlukan dokumentasi keputusan: mengapa data dikumpulkan, dasar hukum, siapa 

mengakses, bagaimana kualitas dinilai, dan kapan dihapus. Registri pemrosesan membantu audit. Untuk 

penggunaan berisiko tinggi, penilaian dampak privasi dan algoritmik dilakukan sebelum implementasi. 
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RACI data memperjelas responsible, accountable, consulted, dan informed. Chief data officer tidak 

mengambil alih tanggung jawab pemilik proses. Vendor juga harus tunduk pada kewajiban kontraktual, 

audit, dan insiden. Pemerintah tetap bertanggung jawab kepada warga meskipun sistem dioperasikan pihak 

ketiga. 

Mekanisme pengaduan harus mudah dan terhubung dengan koreksi data. Warga tidak perlu mengetahui 

instansi mana yang memegang atribut salah; pemerintah mengoordinasikan resolusi. Waktu penyelesaian 

dan hasil dipantau. Pola keluhan menjadi indikator kualitas. 

Pengawasan eksternal dapat melibatkan BPK, BPKP, Ombudsman, lembaga pelindungan data, DPR, 

akademisi, dan masyarakat sipil sesuai kewenangan. Publikasi ringkasan audit serta insiden meningkatkan 

disiplin. Kerahasiaan keamanan tidak boleh menjadi alasan untuk menutup seluruh informasi. 

Epilog: Infrastruktur Data untuk Negara yang Belajar 
Negara yang belajar bukan negara yang memiliki dashboard terbanyak, tetapi negara yang mampu 

mengubah bukti menjadi koreksi. Infrastruktur data memberi memori kolektif, memperlihatkan hubungan 

antara tindakan dan hasil, serta memungkinkan kebijakan dibandingkan. Namun proses belajar hanya 

terjadi bila organisasi bersedia mengakui ketidakpastian dan kegagalan. 

Data juga menentukan siapa yang terlihat oleh negara. Warga yang tidak tercatat dapat kehilangan layanan, 

sedangkan pencatatan berlebihan dapat mengancam privasi. Pemerintahan yang adil harus 

menyeimbangkan visibilitas dan perlindungan. Inklusi berarti membangun cara agar warga dapat masuk, 

memperbarui, dan mengoreksi data tanpa beban yang tidak wajar. 

Indonesia memiliki kesempatan membangun infrastruktur data yang sesuai karakter kepulauan, 

desentralisasi, dan keragaman. Model federatif, standar nasional, layanan bersama, serta kapasitas lokal 

dapat berjalan bersamaan. Teknologi modern seperti cloud, AI, dan penginderaan jauh harus ditanam dalam 

institusi yang kuat. 

Keberhasilan akhir tidak diukur dari ukuran pusat data atau jumlah integrasi. Ukurannya adalah apakah 

warga menerima layanan lebih cepat, kebijakan lebih tepat, kebocoran berkurang, daerah mampu 

mengambil keputusan, dan hak terlindungi. Data menjadi infrastruktur ketika ia tidak terlihat sebagai beban 

administrasi, tetapi bekerja di belakang layanan secara andal. 

Dengan visi tersebut, Satu Data Indonesia dapat berkembang dari kebijakan koordinasi menjadi operating 

system pembangunan. SPBE dapat bergerak dari digitalisasi aplikasi menuju pemerintahan terintegrasi. 

BPS dan sistem statistik dapat memadukan sumber baru tanpa kehilangan kredibilitas. Pusat data dapat 

menjadi fondasi yang tahan gangguan. Semua itu memerlukan kepemimpinan yang menempatkan data 

sebagai amanah publik. 
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Agenda Implementasi Lanjutan 

1. Registri Data Pemerintah 

Registri data pemerintah harus menjadi daftar resmi mengenai dataset, sistem sumber, pemilik, walidata, 

dasar hukum, klasifikasi, periode pembaruan, kualitas, dan penggunaan. Registri berbeda dari portal open 

data karena mencakup data internal dan sensitif. Tujuannya adalah visibilitas kelembagaan: pemerintah 

tidak dapat mengelola aset yang tidak diketahui. Registri juga membantu mengidentifikasi duplikasi, data 

yatim, dan ketergantungan antarsistem. 

Setiap instansi perlu memperbarui registri sebagai bagian dari siklus anggaran dan perubahan sistem. 

Dataset baru tidak boleh beroperasi tanpa pemilik dan metadata minimum. Dataset yang tidak lagi 

diperlukan ditutup dengan prosedur retensi. Registri nasional dapat menggunakan model federatif sehingga 

entri dikelola instansi tetapi dapat dicari secara terpadu. 

Pimpinan menggunakan registri untuk menilai risiko dan prioritas investasi. Auditor menggunakannya 

untuk menelusuri penggunaan. Publik dapat melihat ringkasan dataset non-sensitif. Dengan cara ini, registri 

menjadi alat manajemen portofolio, bukan inventaris administratif. 

2. Data Contract dan Service-Level Agreement 

Pertukaran data sering gagal karena penyedia mengubah format atau jadwal tanpa pemberitahuan. Data 

contract menetapkan skema, definisi, kualitas, frekuensi, hak akses, dan prosedur perubahan. Kontrak dapat 

bersifat teknis dan kelembagaan. Ia membuat hubungan antarsistem dapat diprediksi. 

Service-level agreement tidak hanya mengukur uptime, tetapi juga freshness, completeness, latency, dan 

waktu penyelesaian insiden. Untuk data kritis, SLA harus memiliki jalur eskalasi dan rencana fallback. 

Perubahan skema menggunakan versioning agar pengguna memiliki waktu menyesuaikan. 

Data contract mengurangi konflik karena ekspektasi tertulis. Namun kontrak harus cukup fleksibel untuk 

inovasi. Forum produsen dan pengguna meninjau kebutuhan secara berkala. Kinerja SLA dapat menjadi 

indikator evaluasi SPBE dan kualitas layanan bersama. 

3. Data Mesh dan Domain Ownership 

Konsep data mesh menempatkan domain sebagai pemilik produk data. Kementerian kesehatan memahami 

data kesehatan, kementerian pendidikan memahami data pendidikan, dan daerah memahami konteks lokal. 

Tim pusat menyediakan platform serta standar. Pendekatan ini menghindari bottleneck satu tim data sentral. 

Data sebagai produk berarti dataset memiliki pengguna, dokumentasi, kualitas, roadmap, dan dukungan. 

Produsen tidak sekadar mengirim file, tetapi bertanggung jawab pada usability. Pengguna memberi umpan 

balik dan kebutuhan. Product owner data menjembatani kebijakan dengan teknologi. 

Data mesh bukan alasan untuk fragmentasi. Federated computational governance memastikan standar 

diterapkan otomatis. Pendekatan ini cocok untuk Indonesia bila kapasitas domain diperkuat dan shared 

platform tersedia. 

4. Master Data Management 

Master data management mengelola identitas entitas inti. Proses mencakup matching, deduplication, 

survivorship rules, dan golden record. Kesalahan MDM berdampak luas, sehingga perubahan memerlukan 

governance. 
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Golden record tidak selalu satu nilai tunggal. Untuk beberapa atribut, sumber otoritatif berbeda. Alamat 

domisili, alamat pajak, dan lokasi layanan dapat sah berbeda. Model data harus menyimpan konteks dan 

waktu. 

MDM perlu terhubung dengan mekanisme koreksi warga dan instansi. Resolusi otomatis yang tidak 

transparan dapat menghapus informasi benar. Audit trail menjaga sejarah dan memungkinkan pemulihan. 

5. Data Catalog dan Discovery 

Katalog memungkinkan pegawai menemukan data sebelum membuat pengumpulan baru. Informasi 

mencakup deskripsi, pemilik, kualitas, contoh, lineage, serta syarat akses. Pencarian semantik membantu 

pengguna nonteknis. 

Katalog harus terintegrasi dengan workflow akses. Pengguna dapat meminta izin, menyatakan tujuan, dan 

menerima keputusan. Proses otomatis untuk data berisiko rendah, sedangkan data sensitif memerlukan 

persetujuan. 

Keberhasilan katalog diukur dari penggunaan kembali dan penurunan duplikasi. Katalog yang tidak 

diperbarui kehilangan kepercayaan. Stewardship dan integrasi otomatis dengan sistem sumber menjaga 

kemutakhiran. 

6. Data Lineage dan Audit Trail 

Lineage menunjukkan perjalanan data dari sumber ke laporan atau model. Ketika angka berubah, analis 

dapat menelusuri transformasi. Ini penting untuk audit, reproduksibilitas, dan investigasi insiden. 

Lineage teknis perlu dilengkapi lineage bisnis: definisi, aturan, keputusan, dan pemilik. Otomasi dapat 

menangkap alur pipeline, tetapi perubahan manual juga harus dicatat. 

Dalam AI, lineage menghubungkan data pelatihan, versi model, dan keputusan. Pemerintah dapat 

menjelaskan hasil dan menarik keluaran bila sumber bermasalah. Lineage adalah fondasi akuntabilitas 

digital. 

7. Retensi dan Pemusnahan Data 

Kebiasaan menyimpan semua data selamanya meningkatkan risiko dan biaya. Jadwal retensi ditentukan 

berdasarkan hukum, tujuan, nilai arsip, dan risiko. Data yang tidak diperlukan harus dihapus atau 

dianonimkan. 

Pemusnahan harus dapat dibuktikan, termasuk salinan backup dan vendor. Legal hold dapat menunda 

pemusnahan untuk sengketa. Arsip permanen dipindahkan ke lingkungan yang sesuai. 

Retensi yang baik mengurangi permukaan serangan dan mendukung kepatuhan. Warga juga memperoleh 

kepastian bahwa data tidak digunakan tanpa batas. 

8. Data Ethics Review 

Tidak semua penggunaan yang legal otomatis etis. Data ethics review menilai fairness, proportionality, 

autonomy, dan dampak sosial. Panel multidisipliner memberi pandangan, tetapi pimpinan tetap 

bertanggung jawab. 

Review sebaiknya fokus pada penggunaan baru atau berisiko tinggi. Pertanyaan meliputi siapa yang 

diuntungkan, siapa yang dirugikan, apakah alternatif tersedia, dan apakah warga dapat menolak. 
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Hasil review perlu terdokumentasi dan ditindaklanjuti. Etika bukan seremoni. Mitigasi dapat berupa 

pembatasan atribut, pilot kecil, konsultasi, atau penghentian. 

9. Data Sharing Agreement 

Perjanjian berbagi data menjelaskan tujuan, dasar hukum, atribut, keamanan, retensi, sub-pemroses, 

insiden, dan tanggung jawab. Perjanjian standar mempercepat kerja sama. 

Purpose limitation mencegah data digunakan untuk fungsi lain tanpa evaluasi. Perubahan tujuan 

membutuhkan persetujuan baru. Data penerima tidak boleh diteruskan sembarangan. 

Pengawasan mencakup audit dan laporan penggunaan. Ketika kerja sama berakhir, data dikembalikan atau 

dimusnahkan. Perjanjian menjadikan berbagi data terkontrol, bukan informal. 

10. Privacy-Enhancing Technologies 
Teknologi seperti pseudonymization, secure multiparty computation, differential privacy, dan trusted 

execution environment dapat mengurangi risiko. Pilihan bergantung pada use case dan kapasitas. 

PET bukan jaminan absolut. Pseudonim masih dapat dihubungkan kembali; noise dapat mengurangi 

kegunaan; sistem kriptografi dapat salah konfigurasi. Governance dan pengujian tetap diperlukan. 

Indonesia dapat mengembangkan pusat keahlian PET untuk statistik, riset kesehatan, dan analitik lintas 

lembaga. Pendekatan ini memungkinkan manfaat tanpa membuka data mentah secara luas. 

11. Data Sandbox 

Sandbox menyediakan lingkungan terkendali bagi peneliti atau pengembang untuk mengakses data sensitif. 

Data, kode, dan keluaran diawasi. Akses berbasis proyek dan waktu. 

Sandbox dapat menggunakan synthetic data untuk eksplorasi awal, lalu validasi pada data nyata. Output 

checking mencegah kebocoran. Pengguna menandatangani kewajiban dan dilatih. 

Model ini memperluas inovasi dan penelitian tanpa memindahkan data. BPS dan instansi lain dapat 

membangun jaringan secure research environment. 

12. Synthetic Data 

Data sintetis meniru pola statistik tanpa mewakili individu secara langsung. Ia berguna untuk 

pengembangan, testing, dan pelatihan. Namun kualitas serta risiko memorization perlu diuji. 

Synthetic data tidak cocok untuk semua analisis. Rare events dan kelompok kecil dapat terdistorsi. 

Dokumentasi harus menjelaskan proses dan batas. 

Pemerintah dapat menyediakan dataset sintetis standar agar vendor mengembangkan solusi sebelum akses 

data nyata. Ini mengurangi risiko dan mempercepat pengadaan. 

13. Procurement Data Clauses 

Pengadaan sistem harus memasukkan kepemilikan data, portabilitas, metadata, API, keamanan, audit, dan 

exit. Tanpa klausul, pemerintah dapat terkunci pada format vendor. 

Vendor wajib melaporkan subprocessor dan lokasi pemrosesan. Pemerintah mempertahankan hak 

mengakses log serta melakukan uji keamanan. Data tidak digunakan melatih produk lain tanpa dasar. 
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Evaluasi penawaran menilai total cost of ownership dan interoperabilitas. Harga murah yang menciptakan 

lock-in bukan efisiensi. 

14. Observability dan Monitoring 

Observability memberi visibilitas pada aliran data: volume, latency, error, schema drift, dan kualitas. Alert 

membantu tim merespons sebelum layanan terdampak. 

Monitoring harus membedakan masalah teknis dan substantif. Pipeline dapat berjalan sukses tetapi 

menghasilkan data salah. Business metrics melengkapi system metrics. 

Pusat operasi data dapat bekerja bersama SOC keamanan. Insiden data dan keamanan sering berkaitan. 

Runbook serta on-call memastikan respons. 

15. Incident Response untuk Data 
Insiden data mencakup kebocoran, korupsi, kehilangan, salah distribusi, atau keputusan salah akibat data. 

Prosedur menetapkan deteksi, containment, assessment, notification, recovery, dan review. 

Dampak pada warga harus diprioritaskan. Pemerintah perlu mengoreksi keputusan turunan dan memberi 

informasi. Menutup akses saja tidak memulihkan kerugian. 

Post-incident review mencari akar teknis dan organisasi. Pelajaran dibagikan agar instansi lain mencegah 

kejadian serupa. 

16. Measurement of Public Value 

Nilai publik data diukur melalui outcome: waktu layanan, biaya, ketepatan sasaran, kualitas keputusan, 

kepercayaan, dan inovasi. Jumlah dataset adalah indikator aktivitas. 

Evaluasi membandingkan baseline dan mempertimbangkan biaya governance. Integrasi yang mahal namun 

tidak digunakan perlu dihentikan. Manfaat distribusional dianalisis. 

Portofolio data diprioritaskan berdasarkan nilai dan risiko. Ini membantu anggaran fokus pada fondasi yang 

paling berdampak. 

17. Citizen Data Portal 

Portal data warga dapat menampilkan data inti yang digunakan pemerintah, sumber, serta riwayat 

perubahan. Warga mengajukan koreksi dan mengelola preferensi tertentu. 

Portal harus inklusif dengan kanal offline dan bantuan. Autentikasi aman tidak boleh mengecualikan warga. 

Prosedur koreksi lintas instansi dikoordinasikan. 

Transparansi semacam ini memperkuat trust dan menemukan kesalahan. Namun akses ke data sensitif harus 

dilindungi dari penyalahgunaan. 

18. Interoperabilitas dengan Sektor Swasta 

Pemerintah memerlukan data dari utilitas, platform, perbankan, atau telekomunikasi untuk tujuan tertentu. 

Kemitraan harus memiliki dasar, minimisasi, dan agregasi. 

Data swasta dapat bias terhadap pengguna layanan. Statistik resmi perlu menilai representativitas. 

Ketergantungan pada satu perusahaan menciptakan risiko kontinuitas. 
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Framework kemitraan menetapkan kualitas, akses, kompensasi, kerahasiaan, dan transparansi. Kepentingan 

publik harus menjadi tujuan utama. 

19. Data Literacy untuk Pimpinan 

Pimpinan perlu memahami perbedaan angka absolut, persentase, korelasi, sebab-akibat, dan ketidakpastian. 

Literasi mencegah keputusan tergesa dari dashboard. 

Briefing data harus menampilkan sumber, definisi, kualitas, dan alternatif interpretasi. Visualisasi tidak 

boleh menyembunyikan konteks. 

Pelatihan berbasis kasus membuat pimpinan mampu mengajukan pertanyaan kritis. Budaya keputusan 

membaik ketika ketidakpastian boleh diakui. 

20. Indeks Kematangan Infrastruktur Data 
Indeks dapat menilai governance, kualitas, metadata, interoperability, privacy, security, talent, penggunaan, 

dan nilai publik. Penilaian berbasis bukti. 

Skor agregat tidak boleh menutupi kelemahan kritis. Data sensitif tanpa keamanan adalah red flag walau 

dimensi lain tinggi. 

Indeks digunakan untuk dukungan dan pembelajaran, bukan sekadar ranking. Daerah atau instansi 

menerima roadmap sesuai gap. 

Refleksi Akhir 
Infrastruktur data adalah kemampuan kolektif negara untuk mengingat, menghubungkan, dan belajar. 

Kemampuan tersebut tidak dapat dibeli dalam satu paket. Ia dibangun melalui standar, profesi, proses, 

kepercayaan, dan disiplin jangka panjang. 

Kecepatan transformasi harus disertai kehati-hatian. Integrasi yang terburu-buru dapat menyebarkan 

kesalahan dan meningkatkan risiko. Sebaliknya, kehati-hatian yang berubah menjadi penolakan berbagi 

data mempertahankan silo. Pendekatan berbasis risiko memberi keseimbangan. 

Bagi pendidikan manajemen, data governance adalah bidang strategis. Pemimpin harus menghubungkan 

teknologi dengan struktur, insentif, hukum, etika, dan pelayanan. Mereka bertanggung jawab menjadikan 

data berguna tanpa mengorbankan hak. 

Indonesia dapat membangun keunggulan melalui data pembangunan yang kaya dan keragaman wilayah. 

Bila dikelola baik, data membantu negara merancang kebijakan yang lebih sesuai. Bila dikelola buruk, data 

memperkuat ketimpangan dan ketidakpercayaan. 

Visi akhirnya adalah pemerintahan yang meminta lebih sedikit dokumen, memberi layanan lebih tepat, 

menjelaskan keputusan, melindungi warga, dan belajar dari hasil. Pada titik itu, data benar-benar menjadi 

infrastruktur baru pemerintahan Indonesia. 
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Lampiran Strategis: Lima Belas Agenda Transformasi 

1. Harmonisasi Formulir Pemerintah 

Banyak data berbeda karena formulir dirancang sendiri-sendiri. Harmonisasi elemen inti mengurangi 

variasi definisi dan beban pelaporan. Setiap formulir baru perlu memeriksa katalog elemen yang sudah ada. 

Proses ini tidak menghilangkan kebutuhan sektor, tetapi memastikan pertanyaan yang sama memiliki 

makna yang sama. 

Form design harus diuji bersama pengguna agar kesalahan input berkurang. Validasi real-time, pilihan 

referensi, dan prefill dapat meningkatkan kualitas. Namun prefill perlu dikonfirmasi agar data lama tidak 

terus diwariskan. 

Harmonisasi formulir adalah intervensi sederhana dengan dampak besar. Ia memperbaiki kualitas dari hulu 

dan mengurangi biaya integrasi di hilir. 

2. Registri Program dan Kegiatan 

Registri program memetakan nama, tujuan, penerima, wilayah, anggaran, output, dan indikator. Tanpa 

registri, program serupa sulit dibandingkan dan duplikasi tidak terlihat. Kode program yang konsisten 

menghubungkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Registri juga mendukung analisis konvergensi. Pemerintah dapat melihat apakah satu keluarga menerima 

dukungan yang saling melengkapi atau apakah suatu wilayah tidak terjangkau. Data individu tetap 

dilindungi, sedangkan analisis agregat mendukung kebijakan. 

Pemilik program wajib memperbarui perubahan desain. Registri menjadi memori kebijakan dan mencegah 

penamaan baru menutupi pengulangan program lama. 

3. Data Keuangan dan Kinerja Terintegrasi 

Anggaran sering terpisah dari data hasil. Integrasi memungkinkan pertanyaan berapa biaya per output, siapa 

penerima, dan apa outcome. Kode kegiatan, lokasi, dan indikator harus konsisten. 

Analisis tidak boleh menyederhanakan semua program menjadi biaya per unit. Program pencegahan dan 

pembangunan kapasitas memiliki manfaat jangka panjang. Data kuantitatif perlu dipadukan evaluasi 

kualitatif. 

Integrasi keuangan-kinerja memperkuat spending review dan akuntabilitas. Pimpinan dapat memindahkan 

sumber daya berdasarkan bukti, bukan hanya serapan. 

4. Data Pengaduan sebagai Sensor Layanan 

Pengaduan warga adalah data operasional yang menunjukkan kegagalan, friksi, dan kebutuhan. Klasifikasi 

pengaduan lintas kanal harus konsisten agar pola terlihat. 

Analitik dapat mengidentifikasi lonjakan atau wilayah bermasalah, tetapi bahasa dan konteks perlu ditinjau 

manusia. Kelompok yang tidak mengadu tidak boleh dianggap puas; survei dan observasi tetap diperlukan. 

Loop harus ditutup: warga menerima status, instansi memperbaiki, dan hasil dipublikasikan. Pengaduan 

menjadi sensor perbaikan, bukan kotak pesan. 
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5. Geocoding Layanan dan Program 

Lokasi menghubungkan berbagai sektor. Geocoding fasilitas, proyek, penerima, dan kejadian 

memungkinkan analisis akses dan kesenjangan. Referensi alamat serta batas wilayah harus konsisten. 

Akurasi lokasi berbeda. Titik rumah tangga sensitif dan perlu agregasi. Skala peta memengaruhi 

kesimpulan. Metadata geospasial harus menjelaskan ketelitian. 

Peta yang baik membantu keputusan tetapi dapat menyesatkan bila data tidak lengkap. Validasi lapangan 

dan pengetahuan lokal tetap penting. 

6. Data untuk Ketahanan Pangan 

Pangan membutuhkan data produksi, cuaca, stok, distribusi, harga, konsumsi, dan kerentanan. Integrasi 

memberi early warning, tetapi sumber memiliki frekuensi serta metodologi berbeda. 

Penginderaan jauh mempercepat estimasi, sementara survei dan ground check menjaga akurasi. Data pasar 

dari platform dapat menambah sinyal, namun representativitas perlu diuji. 

Keputusan harus menyertakan ketidakpastian. Intervensi yang terlalu cepat berdasarkan sinyal salah dapat 

mengganggu pasar. Infrastruktur data membantu keseimbangan antara kecepatan dan validitas. 

7. Data untuk Kesehatan Publik 
Surveilans memerlukan data fasilitas, laboratorium, obat, mobilitas, dan demografi. Standar terminologi 

serta identitas pasien penting bagi kesinambungan. 

Data kesehatan sangat sensitif. Akses berbasis peran, audit, dan pemisahan tujuan klinis serta riset wajib 

diterapkan. Agregasi digunakan untuk publik. 

Kualitas data klinis bergantung pada beban tenaga kesehatan. Sistem harus mengurangi input ganda dan 

memberi manfaat langsung kepada petugas. 

8. Data Pendidikan Sepanjang Hayat 

Data pendidikan tidak berhenti pada sekolah. Jalur belajar, kompetensi, pelatihan, pekerjaan, dan mobilitas 

dapat membantu kebijakan SDM. 

Integrasi harus menghindari profil permanen yang membatasi kesempatan. Hasil belajar digunakan untuk 

dukungan, bukan pelabelan. Akses perekrut perlu dibatasi. 

Microcredential membutuhkan standar dan verifikasi. Infrastruktur data dapat membuat pembelajaran lebih 

portabel serta diakui. 

9. Data Lingkungan dan Iklim 

Perubahan iklim memerlukan data jangka panjang dan lintas sektor. Sensor, satelit, laporan perusahaan, 

dan komunitas perlu diintegrasikan. 

Data lingkungan sering memiliki konflik kepentingan. Metodologi, sumber, dan ketidakpastian harus 

terbuka. Audit independen meningkatkan kepercayaan. 

Open environmental data mendukung riset dan partisipasi. Lokasi spesies langka atau infrastruktur kritis 

dapat dibatasi untuk perlindungan. 
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10. Data Infrastruktur Fisik 

Aset jalan, jembatan, irigasi, sekolah, dan rumah sakit perlu registri kondisi, pemeliharaan, dan biaya. 

Tanpa data aset, anggaran reaktif dan kerusakan menumpuk. 

Sensor dan inspeksi digital membantu predictive maintenance. Namun data harus terhubung dengan work 

order serta anggaran. Foto tanpa tindak lanjut tidak menciptakan nilai. 

Lifecycle asset management mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan. Kode aset konsisten 

memungkinkan audit. 

11. Data Pajak dan Kepatuhan 

Data pajak dapat meningkatkan kepatuhan melalui analitik risiko. Namun keputusan audit membawa beban 

dan memerlukan due process. 

Pertukaran data harus berdasarkan hukum dan minimisasi. Model risiko diuji terhadap bias serta false 

positive. Wajib pajak memperoleh alasan prosedural yang memadai. 

Keberhasilan diukur dari kepatuhan sukarela dan hasil audit, bukan jumlah pihak yang ditandai. 

12. Data Kependudukan Dinamis 

Mobilitas, kelahiran, kematian, perkawinan, dan perubahan alamat memengaruhi hampir semua layanan. 

Pembaruan perlu mudah dan terhubung. 

Penduduk rentan mungkin tidak memiliki dokumen lengkap. Prosedur alternatif dan bantuan diperlukan. 

Sistem identitas tidak boleh mengecualikan. 

Sinkronisasi peristiwa penting meningkatkan akurasi statistik dan layanan. Waktu pembaruan menjadi 

indikator utama. 

13. Data Usaha dan Ekonomi Digital 

Registri usaha perlu mencakup formal dan mikro secara proporsional. Data transaksi digital dapat memberi 

gambaran, tetapi tidak semua usaha menggunakan platform. 

Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi pembaruan struktur ekonomi. Hasil perlu dihubungkan dengan 

statistik sektoral dan registrasi administratif. 

Data usaha mendukung kebijakan industri, UMKM, dan daerah. Kerahasiaan bisnis harus dijaga, sementara 

statistik agregat dibuka. 

14. Data untuk Manajemen Aparatur 

Data kompetensi, kinerja, pelatihan, jabatan, dan mobilitas mendukung merit system. Definisi kinerja harus 

konsisten dan tidak mendorong gaming. 

Analitik SDM dapat membantu perencanaan, tetapi keputusan karier memerlukan review manusia. Data 

pribadi pegawai dibatasi sesuai kebutuhan. 

Kesenjangan kompetensi data dapat dipetakan dan pelatihan diarahkan. Pemerintah perlu menjadi 

organisasi pembelajar. 
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15. Data Diplomacy dan Interoperabilitas Global 

Pertukaran data lintas negara penting untuk perdagangan, kesehatan, iklim, migrasi, dan kejahatan. Standar 

internasional memudahkan kerja sama. 

Indonesia perlu menjaga kepentingan nasional, yurisdiksi, dan hak warga. Perjanjian mengatur tujuan, 

keamanan, dan pemulihan. 

Data diplomacy juga membuka kesempatan memengaruhi standar global agar sesuai kebutuhan negara 

berkembang dan keragaman bahasa. 

Kesimpulan Akhir yang Diperluas 
Data sebagai infrastruktur baru berarti pemerintah memperlakukan kualitas, interoperabilitas, keamanan, 

dan hak sebagai layanan dasar. Seperti infrastruktur fisik, manfaatnya menyebar lintas sektor dan baru 

terlihat ketika digunakan sehari-hari. Investasi yang konsisten lebih penting daripada proyek spektakuler 

yang terputus. 

Kebijakan Satu Data Indonesia telah menyediakan bahasa bersama. Tantangan berikutnya adalah 

mengubah prinsip menjadi operasi: registri, steward, kontrak data, referensi, API, audit, koreksi, dan 

indikator nilai publik. SPBE menjadi kendaraan integrasi, sedangkan Sistem Statistik Nasional menjaga 

metodologi dan kredibilitas. 

Pusat Data Nasional dapat menyediakan fondasi komputasi, tetapi tidak dapat menggantikan governance. 

Sentralisasi tanpa redundansi meningkatkan risiko; integrasi tanpa privacy merusak kepercayaan; analitik 

tanpa kualitas mempercepat kesalahan. Setiap lapisan harus dibangun bersama. 

Daerah harus menjadi subjek, bukan sekadar pemasok data. Layanan bersama dan standar nasional perlu 

memberi ruang konteks lokal. Kapasitas dibangun melalui pendampingan, profesi, komunitas praktik, dan 

insentif yang adil. Data desa serta frontline harus memberi manfaat kembali kepada pengumpulnya. 

Warga merupakan pemilik kepentingan terbesar. Infrastruktur data harus mengurangi dokumen berulang, 

mempercepat pelayanan, memungkinkan koreksi, dan melindungi dari penyalahgunaan. Kepercayaan 

publik adalah modal yang tidak dapat digantikan teknologi. 

Pada akhirnya, data bukan tujuan. Data adalah sarana agar pemerintahan memahami masalah, memilih 

tindakan, mengukur hasil, dan memperbaiki diri. Indonesia akan memiliki infrastruktur data yang matang 

ketika keputusan publik lebih konsisten, layanan lebih manusiawi, dan negara lebih mampu belajar dari 

keragaman pengalaman masyarakat. 
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Kerangka Praktis untuk Pimpinan Pemerintahan 

1. Sepuluh Pertanyaan Sebelum Membuat Dataset Baru 

Pimpinan perlu bertanya apakah data sudah tersedia, siapa pengguna, keputusan apa yang akan didukung, 

dan apa dasar hukumnya. Pertanyaan lain adalah seberapa sering pembaruan, berapa biaya siklus hidup, 

siapa pemilik kualitas, bagaimana keamanan, berapa lama retensi, dan bagaimana warga mengoreksi. 

Proses ini mencegah pengumpulan berlebihan serta aplikasi baru yang tidak diperlukan. 

Setiap usulan dataset dilengkapi data business case. Dokumen menjelaskan manfaat, risiko, alternatif, 

standar, dan integrasi. Persetujuan bukan sekadar teknologi, tetapi keputusan organisasi. Bila data yang 

sama tersedia, prioritas diberikan pada penggunaan kembali dan perbaikan kualitas. 

Pertanyaan sederhana tersebut menciptakan disiplin portofolio. Pemerintah berhenti mengukur kemajuan 

dari jumlah sistem dan mulai mengukur kemampuan menggunakan data secara berkelanjutan. 

2. Sepuluh Pertanyaan Sebelum Berbagi Data 

Instansi harus memastikan tujuan penerima, atribut minimum, dasar hukum, keamanan, kualitas, retensi, 

sub-penerima, logging, insiden, dan penghentian. Berbagi data tidak boleh dilakukan hanya karena ada 

permintaan pejabat. 

Keputusan akses mengikuti klasifikasi dan risk assessment. Untuk permintaan berulang, API dan perjanjian 

standar lebih aman daripada pengiriman file. Data sensitif dapat diproses melalui sandbox atau query 

terkontrol. 

Penerima wajib melaporkan penggunaan serta memusnahkan data sesuai jadwal. Pemilik data berhak 

melakukan audit. Proses yang jelas justru mempercepat pertukaran karena risiko telah dikelola. 

3. Sepuluh Pertanyaan Sebelum Menggunakan AI 

Pimpinan menilai kualitas data, representativitas, tujuan model, konsekuensi kesalahan, kelompok 

terdampak, explainability, human oversight, keamanan, audit, dan mekanisme keberatan. Model dengan 

data buruk hanya menghasilkan kesalahan yang lebih cepat. 

Use case berisiko rendah dapat diuji terbatas. Sistem yang menentukan hak memerlukan validasi lebih kuat 

dan penilaian dampak. Keluaran probabilistik tidak boleh diperlakukan sebagai fakta pasti. 

AI governance harus terhubung dengan data governance. Tim model tidak dapat memperbaiki masalah 

definisi dan pencatatan sendirian. Pemilik kebijakan bertanggung jawab pada target serta ambang 

keputusan. 

4. RACI Infrastruktur Data 
RACI memperjelas peran produsen, walidata, pengguna, teknologi, keamanan, privacy, auditor, dan 

pimpinan. Satu pihak accountable untuk setiap dataset atau layanan. Banyak pihak dapat responsible, tetapi 

akuntabilitas tidak boleh kabur. 

RACI diterapkan pada pengumpulan, kualitas, akses, perubahan skema, insiden, dan pemusnahan. Kontak 

diperbarui ketika organisasi berubah. Vendor dimasukkan sebagai pihak responsible atau consulted, bukan 

accountable terhadap warga. 
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Dokumen ini sederhana tetapi efektif mencegah saling lempar tanggung jawab. Audit dapat menilai apakah 

peran benar-benar dilaksanakan, bukan hanya tertulis. 

5. Balanced Scorecard Infrastruktur Data 

Perspektif nilai publik mengukur layanan, targeting, evaluasi, dan keterbukaan. Perspektif proses mengukur 

kualitas, pertukaran, dan waktu koreksi. Perspektif keamanan mengukur insiden dan pemulihan. Perspektif 

pembelajaran mengukur kompetensi serta penggunaan kembali. 

Perspektif keuangan melihat pengurangan duplikasi dan biaya total. Namun efisiensi tidak boleh 

mengalahkan hak. Scorecard menampilkan trade-off dan red flags. 

Target disesuaikan dengan kematangan instansi. Daerah tidak dinilai hanya dari jumlah API, tetapi dari 

outcome dan fondasi. Review triwulanan menghubungkan data dengan rapat kinerja. 

6. Model Kematangan Lima Tingkat 

Tingkat pertama bersifat ad hoc, dengan data tersebar dan bergantung individu. Tingkat kedua memiliki 

inventaris dan pemilik awal. Tingkat ketiga memiliki standar, katalog, kualitas, dan kontrol. Tingkat 

keempat mengukur penggunaan serta outcome. Tingkat kelima adaptif, otomatis, dan belajar lintas 

lembaga. 

Kematangan tidak identik dengan teknologi mahal. Instansi dapat memiliki cloud tetapi tetap ad hoc bila 

definisi dan tanggung jawab tidak jelas. Sebaliknya, proses sederhana yang disiplin dapat matang. 

Assessment menggunakan bukti dan wawancara. Hasil membentuk roadmap, bukan ranking semata. 

Kelemahan keamanan atau hak menjadi prioritas meski skor rata-rata tinggi. 

7. Data Governance Council 

Dewan data menetapkan prioritas, menyelesaikan konflik, dan mengawasi risiko. Anggotanya meliputi 

pimpinan bisnis, teknologi, statistik, hukum, keamanan, dan layanan. Dewan tidak mengelola operasional 

harian. 

Agenda berbasis keputusan: persetujuan standar, akses berisiko, investasi, insiden, dan kualitas kritis. 

Dashboard ringkas mendukung pembahasan. Keputusan didokumentasikan. 

Dewan yang terlalu besar menjadi forum seremonial. Sekretariat dan working group menyiapkan isu. 

Pimpinan tertinggi memberi mandat agar keputusan lintas unit dipatuhi. 

8. Chief Data Officer Pemerintah 

CDO menghubungkan strategi data dengan tujuan organisasi. Peran mencakup arsitektur, governance, 

kualitas, budaya, dan nilai. CDO bukan sekadar kepala pusat data atau analis. 

Mandat harus lintas unit dan didukung anggaran. CDO bekerja dengan CIO, BPS, walidata, privacy officer, 

dan CISO. Konflik diselesaikan melalui governance council. 

Keberhasilan CDO diukur dari penggunaan kembali, kualitas, outcome, dan kepercayaan. Posisi tanpa 

kewenangan hanya menghasilkan koordinasi informal. 
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9. Audit Tahunan Data Kritis 

Dataset kritis diaudit dari sumber, definisi, kualitas, akses, keamanan, lineage, penggunaan, dan hak. Audit 

berbasis risiko memprioritaskan data yang memengaruhi layanan serta hak. 

Audit teknis dipadukan audit proses dan dampak. Sampel keputusan diperiksa untuk melihat apakah 

kesalahan data diperbaiki. Vendor serta pertukaran lintas instansi termasuk cakupan. 

Temuan memiliki action plan, penanggung jawab, dan tenggat. Ringkasan dapat dipublikasikan. Audit 

berulang membangun disiplin dan pembelajaran. 

10. Data Budgeting 

Anggaran data mencakup pengumpulan, kualitas, metadata, integrasi, keamanan, penyimpanan, retensi, 

talenta, dan evaluasi. Banyak proyek gagal karena hanya membiayai pembangunan awal. 

Pengajuan aplikasi baru harus menunjukkan biaya integrasi dan penghentian. Shared services diberi model 

pembiayaan berkelanjutan. Biaya kualitas diperlakukan sebagai investasi. 

Spending review menilai sistem duplikatif dan penggunaan rendah. Dana dialihkan pada data dasar serta 

kapasitas yang memberi manfaat lintas sektor. 

11. Komunikasi Publik tentang Data 
Pemerintah perlu menjelaskan penggunaan data dengan bahasa sederhana. Informasi mencakup manfaat, 

perlindungan, pihak yang mengakses, dan kanal pengaduan. Komunikasi hanya setelah insiden tidak cukup. 

Transparansi tidak berarti membuka detail keamanan. Pemerintah dapat menjelaskan prinsip, audit, statistik 

akses, dan langkah perbaikan. Kesalahan harus diakui secara jujur. 

Komunikasi dua arah membangun trust. Konsultasi membantu menemukan kekhawatiran dan memperbaiki 

desain. Warga diperlakukan sebagai mitra. 

12. Agenda Seratus Hari 

Seratus hari pertama dapat menghasilkan inventaris data kritis, penunjukan pemilik, kebijakan akses 

sementara, review backup, katalog minimum, dan daftar duplikasi. Pimpinan memilih tiga use case bernilai 

tinggi untuk perbaikan. 

Quick wins harus memperkuat fondasi, bukan menambah dashboard. Misalnya mengurangi dokumen 

berulang, memperbaiki satu referensi, atau mempercepat koreksi data warga. Hasil diukur sebelum dan 

sesudah. 

Agenda seratus hari dilanjutkan roadmap multi-tahun. Transformasi data membutuhkan konsistensi dan 

tidak selesai oleh satu proyek. 

Penutup 
Artikel ini menempatkan data sebagai infrastruktur karena data menghubungkan seluruh fungsi 

pemerintahan. Tanpa fondasi data, digitalisasi menghasilkan aplikasi yang terpisah. Tanpa governance, 

integrasi menghasilkan risiko. Tanpa kualitas, analitik menghasilkan keyakinan palsu. 



Data sebagai Infrastruktur Baru Pemerintahan Indonesia 
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI 

 
 

 

Halaman 50 

Indonesia telah memiliki fondasi kebijakan melalui Satu Data Indonesia, SPBE, Sistem Statistik Nasional, 

dan pelindungan data pribadi. Tugas berikutnya adalah mempertemukan fondasi tersebut dalam arsitektur 

operasional yang konsisten dari pusat hingga desa. 

Kepemimpinan menentukan hasil. Pemimpin harus berani memprioritaskan pekerjaan yang tidak selalu 

terlihat: metadata, kode referensi, backup, dokumentasi, koreksi, dan pelatihan. Pekerjaan tersebut 

membangun keandalan jangka panjang. 

Data yang baik tidak menghilangkan politik dan pertimbangan. Ia membuat asumsi lebih terlihat dan 

keputusan dapat diuji. Pemerintahan berbasis data tetap membutuhkan nilai, empati, pengalaman, dan 

deliberasi. 

Dengan data sebagai amanah publik, Indonesia dapat membangun negara yang lebih terhubung, responsif, 

dan belajar. Infrastruktur ini akan menopang pelayanan, pembangunan, demokrasi, dan inovasi selama 

dikelola dengan integritas. 

Delapan Prioritas Nasional yang Mendesak 

1. Menyatukan Arsitektur SDI, SPBE, dan Statistik 
Satu Data Indonesia mengatur tata kelola data, SPBE mengatur pemerintahan digital, sedangkan Sistem 

Statistik Nasional menjaga kualitas statistik. Ketiganya sering berjalan melalui komunitas dan dokumen 

berbeda. Pemerintah perlu peta arsitektur bersama yang menunjukkan hubungan produsen, walidata, 

aplikasi, pusat data, statistik, dan layanan. 

Integrasi kelembagaan menghindari standar ganda. Dataset untuk layanan dapat menjadi sumber statistik 

setelah dinilai, sedangkan standar statistik dapat memperbaiki data administratif. Arsitektur bersama juga 

membantu anggaran dan audit. 

Forum lintas kebijakan perlu memiliki keputusan operasional, bukan hanya koordinasi. Target bersama 

dapat berupa referensi, katalog, dan use case nasional. 

2. Menyelesaikan Kode Referensi Prioritas 

Kode wilayah, penduduk, usaha, fasilitas, program, dan komoditas merupakan tulang punggung integrasi. 

Ketidakcocokan kecil menciptakan biaya rekonsiliasi besar. Pemerintah perlu memilih referensi prioritas 

dan menetapkan otoritas. 

Perubahan kode harus memiliki versioning, effective date, mapping, dan notifikasi. Sistem lama diberi masa 

transisi. Riwayat penting untuk seri waktu. 

Referensi tidak hanya dipublikasikan sebagai file, tetapi melalui API dan layanan validasi. Pengguna dapat 

memeriksa serta mengusulkan koreksi. 

3. Memperkuat Keamanan dan Pemulihan 

Keamanan harus diperlakukan sebagai keandalan pelayanan. Pemetaan aset, segmentasi, patch, IAM, 

backup, dan latihan pemulihan menjadi minimum. Data kritis memiliki recovery time dan recovery point 

objective. 
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Latihan insiden lintas instansi menguji koordinasi dan komunikasi. Backup disimpan terpisah dan 

immutable. Vendor ikut latihan sesuai kontrak. 

Hasil pengujian dilaporkan kepada pimpinan dan diaudit. Temuan diperbaiki dengan anggaran yang jelas. 

4. Membangun Mekanisme Koreksi Nasional 

Kesalahan data warga sering memerlukan kunjungan ke beberapa instansi. Portal dan layanan terpadu perlu 

menerima koreksi, mengidentifikasi sumber otoritatif, dan mengoordinasikan pembaruan. 

Warga memperoleh nomor kasus, status, dan batas waktu. Dokumen tambahan diminta proporsional. Untuk 

kelompok rentan tersedia bantuan tatap muka. 

Data keluhan dianalisis untuk memperbaiki proses hulu. Mekanisme koreksi menjadi indikator kualitas dan 

keadilan. 

5. Mengembangkan Shared Data Platform Daerah 

Platform bersama menyediakan katalog, API, kualitas, geospasial, dan keamanan bagi daerah. Pemerintah 

daerah tidak perlu membangun komponen umum berulang. 

Platform modular dan open standards menjaga fleksibilitas. Data tetap dikelola daerah, sementara layanan 

teknis disediakan nasional atau regional. 

Pendampingan dan komunitas praktik memastikan penggunaan. Pembiayaan memperhitungkan kapasitas 

daerah dan keberlanjutan. 

6. Menyiapkan 10.000 Data Steward 

Transformasi membutuhkan orang yang memahami proses dan data. Program nasional dapat melatih 

steward pada setiap unit utama dengan kurikulum metadata, kualitas, akses, privacy, dan komunikasi. 

Steward bukan jabatan teknologi semata. Pegawai domain yang memahami layanan dapat mengambil peran 

dengan dukungan profesional. Sertifikasi perlu berbasis praktik. 

Jaringan steward mempercepat penyelesaian masalah lintas instansi. Jalur karier dan pengakuan menjaga 

motivasi. 

7. Mengukur Indeks Satu Data dan Nilai Publik 

Pengukuran tidak boleh hanya menilai keberadaan kebijakan. Indeks perlu melihat implementasi, kualitas, 

penggunaan kembali, keamanan, koreksi, dan outcome. 

Kompilasi Indeks Satu Data Indonesia 2026 menunjukkan kebutuhan pengukuran yang makin formal. 

Metodologi harus transparan dan membantu perbaikan. 

Skor digunakan untuk dukungan, insentif, dan pembelajaran. Indikator nilai publik mencegah compliance 

tanpa manfaat. 

8. Menempatkan Kepercayaan sebagai KPI 

Trust menentukan kesediaan warga memberi data dan memakai layanan. Pemerintah dapat mengukur 

pemahaman, rasa aman, pengalaman koreksi, serta persepsi fairness. 

Insiden harus ditangani transparan. Komunikasi yang jujur dan pemulihan nyata lebih penting daripada 

klaim bahwa sistem sempurna. 
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KPI trust mengingatkan bahwa data adalah hubungan sosial. Infrastruktur kuat dibangun dari teknologi dan 

legitimasi. 

Pernyataan Akhir 
Data merupakan bahasa bersama yang memungkinkan kementerian, daerah, dan masyarakat berbicara 

mengenai kenyataan yang sama. Namun bahasa tersebut harus memiliki definisi, tata bahasa, dan 

kepercayaan. Tanpa itu, angka justru memperbesar perbedaan. 

Pemerintahan Indonesia membutuhkan kesabaran membangun fondasi serta keberanian mengubah cara 

kerja. Data stewardship, metadata, dan referensi mungkin tidak terlihat menarik, tetapi menentukan 

keberhasilan AI, layanan digital, dan evaluasi. 

Perjalanan menuju infrastruktur data tidak pernah selesai. Sumber baru, teknologi baru, dan risiko baru 

akan muncul. Governance harus adaptif dan terus belajar. Prinsip hak, keamanan, kualitas, dan nilai publik 

menjadi kompas tetap. 

Membangun data sebagai infrastruktur baru berarti membangun kapasitas negara untuk melihat secara lebih 

utuh, bertindak lebih tepat, dan mempertanggungjawabkan hasil. Inilah dasar pemerintahan modern yang 

tetap manusiawi. 

Catatan Kebijakan Penutup 
Pertama, pemerintah perlu mengubah orientasi proyek menjadi orientasi kapabilitas. Proyek memiliki awal 

dan akhir, sedangkan infrastruktur data harus dipelihara terus-menerus. Penganggaran tahunan perlu 

menyediakan biaya operasi, pembaruan, keamanan, retensi, dan talenta. Tanpa mekanisme tersebut, sistem 

yang dibangun akan menurun kualitasnya setelah masa proyek berakhir. Evaluasi pengadaan juga perlu 

menilai kemampuan internal yang ditinggalkan vendor. Transfer pengetahuan harus menjadi deliverable 

yang dapat diperiksa, bukan janji umum dalam kontrak. 

Kedua, standardisasi perlu dilakukan secara bertahap dan berbasis prioritas. Upaya menyeragamkan semua 

data sekaligus akan menghabiskan energi dan menimbulkan resistensi. Pemerintah dapat memulai dari 

entitas dan use case yang paling penting: identitas penduduk, wilayah, usaha, fasilitas, program, dan 

anggaran. Setelah fondasi tersebut stabil, domain lain dapat dihubungkan. Setiap standar harus diuji dalam 

layanan nyata agar tidak menjadi dokumen yang sulit diterapkan. 

Ketiga, kualitas harus dihubungkan dengan insentif. Unit yang memperbaiki data sering menanggung biaya 

sementara manfaat dinikmati unit lain. Tanpa insentif, produsen tidak memprioritaskan kualitas. 

Pemerintah dapat memasukkan kualitas data ke dalam evaluasi kinerja, anggaran, dan penghargaan. Namun 

indikator harus mendorong perbaikan, bukan penyembunyian masalah. Unit yang secara terbuka 

melaporkan kesalahan dan memperbaikinya perlu dihargai lebih baik daripada unit yang mempertahankan 

angka sempurna tanpa audit. 

Keempat, pemerintah perlu membedakan data operasional, statistik, analitik, dan publik. Satu sumber dapat 

melayani beberapa fungsi, tetapi metode dan kontrolnya berbeda. Data operasional mengutamakan 

transaksi individual dan kemutakhiran. Statistik mengutamakan keterbandingan, representativitas, dan 

metodologi. Analitik mengutamakan model dan prediksi, sedangkan open data mengutamakan penggunaan 

kembali. Pemisahan konseptual mencegah satu dataset digunakan di luar kelayakannya. 
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Kelima, transformasi data harus mendukung simplifikasi birokrasi. Integrasi tidak seharusnya menambah 

lapisan persetujuan dan laporan. Proses yang tidak bernilai perlu dihapus sebelum didigitalkan. Prinsip 

once-only berlaku juga bagi instansi: unit tidak perlu mengirim data yang sudah tersedia melalui layanan 

bersama. Pengurangan beban pelaporan akan membebaskan pegawai untuk verifikasi, analisis, dan 

pelayanan. 

Keenam, keamanan harus dimulai dari identitas dan akses. Banyak risiko muncul bukan dari serangan 

canggih, tetapi akun bersama, hak akses berlebihan, kredensial lama, dan kurangnya logging. Pemerintah 

perlu menerapkan least privilege, multifactor authentication, periodic access review, dan privileged access 

management. Ketika pegawai berpindah tugas, akses harus berubah otomatis. Keamanan yang baik tidak 

selalu menghambat; desain single sign-on yang aman justru memperbaiki pengalaman pengguna. 

Ketujuh, data pribadi perlu dikelola berdasarkan risiko sepanjang siklus hidup. Instansi harus mengetahui 

data apa yang dimiliki, siapa subjeknya, untuk tujuan apa, dan berapa lama. Penilaian dampak dilakukan 

sebelum integrasi besar atau analitik sensitif. Insiden ditangani dengan fokus pada kerugian warga. 

Perlindungan tidak cukup berupa persetujuan formal karena hubungan warga dan pemerintah sering tidak 

memberi pilihan bebas. Legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan safeguards menjadi dasar utama. 

Kedelapan, keterbukaan harus menjadi default bagi data non-sensitif yang bernilai publik. Namun default 

tersebut disertai standar kualitas, metadata, lisensi, dan pembaruan. Pemerintah perlu membuka data dalam 

format mesin dan menyediakan arsip versi. Kanal umpan balik memungkinkan pengguna melaporkan 

kesalahan. Data terbuka yang berkualitas dapat menciptakan ekosistem riset, media, bisnis, dan civic 

technology yang memperluas nilai di luar kapasitas pemerintah. 

Kesembilan, kerja sama dengan sektor swasta harus menjaga kepentingan publik. Platform dan perusahaan 

memiliki data bernilai, tetapi data tersebut dibentuk oleh model bisnis serta populasi pengguna. Pemerintah 

tidak boleh menganggapnya mewakili masyarakat tanpa evaluasi. Perjanjian perlu mengatur metodologi, 

kontinuitas, privasi, dan ketergantungan. Data perusahaan dapat melengkapi statistik resmi, bukan 

menggantikannya tanpa pengujian. 

Kesepuluh, pendidikan dan penelitian harus menjadi bagian dari infrastruktur. Universitas dapat 

mengembangkan metode, audit, standar, dan talenta. Akses riset aman memungkinkan analisis tanpa 

membuka data mentah. Kolaborasi jangka panjang lebih bernilai daripada proyek konsultasi singkat. 

Pemerintah juga perlu menerbitkan masalah terbuka dan benchmark sehingga inovasi diarahkan pada 

kebutuhan nyata. 

Kesebelas, kepemimpinan tertinggi harus terlibat. Data governance yang hanya ditempatkan di unit 

teknologi akan kesulitan mengubah perilaku sektor. Konflik definisi dan akses sering memerlukan 

keputusan kebijakan. Pimpinan perlu memimpin forum data, meninjau indikator, dan meminta bukti dalam 

rapat keputusan. Ketika pemimpin menggunakan data secara kritis, budaya organisasi berubah. Ketika 

pemimpin hanya meminta angka yang mendukung preferensi, data menjadi alat legitimasi. 

Keduabelas, masyarakat harus dilibatkan dalam menentukan batas penggunaan. Konsultasi dapat 

membahas integrasi identitas, analitik risiko, data kesehatan, pengawasan, dan open data. Kelompok rentan 

memiliki pengalaman yang tidak terlihat dalam sistem. Partisipasi memperbaiki desain dan legitimasi. 

Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana masukan memengaruhi keputusan agar konsultasi tidak menjadi 

formalitas. 
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Ketigabelas, indikator keberhasilan harus mencakup distribusi manfaat. Rata-rata waktu layanan dapat 

membaik sementara wilayah terpencil tertinggal. Ketepatan sasaran dapat meningkat tetapi kelompok tanpa 

dokumen terlewat. Analisis terpilah membantu melihat siapa yang memperoleh manfaat. Infrastruktur data 

yang inklusif secara aktif mencari blind spots dan menyediakan alternatif layanan. 

Keempatbelas, kemampuan menghentikan sistem merupakan bagian dari governance. Dataset, API, atau 

model yang tidak digunakan tetapi terus dipelihara menambah biaya dan risiko. Pemerintah perlu exit 

criteria dan decommissioning process. Data yang wajib diarsipkan dipindahkan, akses ditutup, dan 

dependensi dimigrasikan. Menghentikan aset yang tidak bernilai adalah tanda manajemen matang. 

Kelima belas, visi jangka panjang perlu dijaga dari perubahan organisasi dan politik. Infrastruktur data 

memerlukan standardisasi dan investasi lintas periode. Dokumen arsitektur, undang-undang, profesi, dan 

layanan bersama memberi kontinuitas. Pada saat yang sama, roadmap harus adaptif terhadap teknologi. 

Kombinasi arah yang stabil dengan implementasi fleksibel memungkinkan Indonesia membangun fondasi 

yang bertahan. 

Paragraf Penegasan Akhir 
Pembangunan infrastruktur data harus dipandang sebagai agenda reformasi negara yang setara pentingnya 

dengan reformasi birokrasi dan transformasi digital. Ia menyentuh cara lembaga mendefinisikan masalah, 

mengalokasikan sumber daya, mengukur kinerja, serta bertanggung jawab kepada warga. Karena itu, 

keberhasilan tidak dapat diserahkan hanya kepada satu kementerian atau unit teknologi. Diperlukan koalisi 

kelembagaan yang memadukan perencanaan, statistik, komunikasi digital, keamanan, administrasi, 

keuangan, hukum, dan pemerintah daerah. Koalisi tersebut perlu memiliki sasaran bersama dan mekanisme 

penyelesaian konflik yang nyata. 

Dalam praktiknya, pemerintah harus menghindari godaan mengejar integrasi total yang tidak realistis. 

Tidak semua data perlu disatukan dan tidak semua akses menghasilkan manfaat. Pendekatan use-case 

driven memungkinkan prioritas ditentukan oleh masalah publik, sementara fondasi dibangun untuk 

penggunaan ulang. Setiap integrasi harus memiliki pemilik, manfaat, risiko, biaya, dan evaluasi. Bila 

manfaat tidak terbukti atau risiko tidak dapat dikendalikan, integrasi dapat dibatasi. Disiplin ini melindungi 

pemerintah dari proyek besar yang mahal tetapi tidak digunakan. 

Data sebagai infrastruktur juga berarti tanggung jawab lintas generasi. Data yang dikumpulkan hari ini 

dapat digunakan pada masa depan, tetapi konteks dan definisinya dapat hilang. Dokumentasi, arsip, format 

terbuka, dan preservasi digital menjaga memori institusi. Pada saat yang sama, retensi tidak boleh tanpa 

batas. Pemerintah perlu membedakan nilai sejarah dari data pribadi yang tidak lagi diperlukan. 

Keseimbangan tersebut memerlukan kolaborasi dengan lembaga kearsipan dan ahli preservasi. 

Kecerdasan buatan semakin menegaskan pentingnya fondasi data. Model yang canggih tidak dapat 

mengatasi label yang salah, bias pencatatan, atau definisi yang berubah. AI justru dapat memperbesar 

dampak kelemahan karena keputusan dibuat pada skala lebih luas. Karena itu, investasi AI pemerintah 

harus menyertakan anggaran data readiness, dokumentasi, penilaian dampak, dan monitoring. Keberhasilan 

AI dimulai jauh sebelum model dilatih, yaitu ketika data dikumpulkan dengan tujuan yang jelas dan proses 

yang adil. 

Indonesia memiliki modal penting: lembaga statistik yang berpengalaman, kerangka Satu Data, agenda 

SPBE, kapasitas teknologi yang tumbuh, dan kebutuhan pembangunan yang jelas. Tantangannya adalah 
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mengubah modal tersebut menjadi sistem yang kohesif. Dengan kepemimpinan, profesi, standar, dan 

kepercayaan, data dapat menjadi infrastruktur yang memperkuat persatuan kebijakan dalam negara yang 

beragam. Ia memungkinkan perbedaan daerah dipahami tanpa kehilangan pandangan nasional. 

Pada akhirnya, pemerintahan berbasis data bukan pemerintahan yang tunduk kepada angka. Ia adalah 

pemerintahan yang menggunakan data sebagai salah satu sumber pengetahuan, menggabungkannya dengan 

hukum, nilai, pengalaman, dan dialog. Angka membantu melihat pola; manusia menentukan tujuan dan 

tanggung jawab. Infrastruktur data yang baik tidak menggantikan demokrasi dan kebijaksanaan, tetapi 

membuat keduanya bekerja dengan informasi yang lebih dapat dipercaya. 

Kalimat Penutup untuk Agenda Nasional 
Agenda nasional data perlu diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat dilihat setiap tahun. Pemerintah 

dapat menetapkan sejumlah hasil prioritas: persentase dataset kritis yang memiliki pemilik dan metadata, 

jumlah kode referensi yang telah digunakan lintas sektor, waktu rata-rata koreksi data warga, tingkat 

keberhasilan pemulihan, penggunaan kembali data, serta jumlah layanan yang menerapkan once-only 

principle. Target tersebut harus disertai baseline, definisi, dan audit agar tidak berubah menjadi angka 

administratif baru. 

Pembiayaan perlu mengutamakan fondasi bersama. Setiap rupiah yang digunakan untuk referensi, katalog, 

keamanan, dan shared platform dapat memberi manfaat kepada banyak layanan. Sebaliknya, aplikasi yang 

sangat khusus perlu membuktikan nilai dan integrasinya. Pendekatan portofolio membantu 

menyeimbangkan inovasi dengan pemeliharaan. Pemerintah juga perlu menyediakan dana kontinjensi 

untuk insiden dan migrasi sistem kritis. 

Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui praktik sehari-hari. Warga menilai infrastruktur data bukan 

dari dokumen kebijakan, tetapi dari apakah mereka harus membawa fotokopi yang sama, apakah kesalahan 

dapat diperbaiki, dan apakah data aman. Setiap perbaikan kecil pada pengalaman tersebut merupakan bukti 

nyata transformasi. Dengan orientasi pelayanan, data governance tidak terasa sebagai birokrasi tambahan, 

melainkan sebagai cara mengurangi birokrasi. 

Masa depan pemerintahan Indonesia akan semakin bergantung pada data, termasuk untuk AI, otomasi, dan 

keputusan cepat. Fondasi yang dibangun sekarang menentukan apakah teknologi tersebut memperkuat 

keadilan atau memperbesar kesalahan. Karena itu, data sebagai infrastruktur baru bukan pilihan teknis 

tambahan. Ia adalah syarat bagi negara yang efektif, demokratis, tangguh, dan mampu memenuhi amanat 

pembangunan bagi seluruh wilayah serta generasi. 


